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PENDAHULUAN 
Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif 

maupun nonaktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di 
dalam maupun di luar organisasi.Seseorang yang melakukan  whistleblowing disebut pelapor 
pelanggaran sebagai  whistleblower  (Semendawai, et, al., 2011). Setiap orang bisa menjadi 
whistleblower, namun untuk menjadi seorang whistleblower bukanlah pekara yang mudah. 
Dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Seseorang yang berada dalam 
sebuah organisasi atau instansi umumnya akan menghadapai dilema etis dalam memutuskan 
apakah harus mengungkapkan atau membiarkannya. Di satu sisi sebagian orang mungkin 
memandang whistleblower sebagai penghianat perusahaan karena telah mengungkap rahasia 
perusahaan, di satu sisi lainnya sebagian memandang whistleblower sebagai pelindung heroik 
yang menjunjung tinggi  terhadap nilai-nilai moral yang dianggap lebih penting dari loyalitas 
kepada organisasi (Bagustianto & Nurkholis, 2015). Hal ini dikarenakan seorang 
whistleblower  tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang 
tidak menyukai keberadaannya. Seperti contoh kasus Novel Baswedan yang sering menghiasi 
layar kaca pertelevisian baru-baru ini, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh 
dua orang yang belum diketahui saat Novel baru pulang sholat subuh berjamaah di masjid 
dekat rumahnya. Salah satu dugaan Novel Baswedan di siram air keras terkait dengan kasus 
besar yang tengah ditangani Novel di KPK yakni dengan kasus e-KTP. 

Seorang whistleblower di negara barat rata-rata dijadikan role model/panutan  
(Vinten, 1992 dalam Malik 2010) atas tindakan berani  mereka melaporkan tindakan tidak 
etis atau ilegal walaupun hal tersebut memberikan risiko yang besar terhadap karir 
pekerjaannya, kehidupan pribadi, maupun mental outlook terhadap mereka. Sejak awal 1990-
an banyak negara didunia telah membuat peraturan perundang-undangan korporasi, undang-
undang ketenaga kerjaan, undang-undang konsumen dan keuangan. Negara-negara ini antara 
lain Amerika Serikat, Australia, Kanada, Perancis, India, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris 
(Semendawai, et., al. 2011). 

Penelitian tentang whistleblowing sudah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun 
di Indonesia. Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda, seperti Park et al., 
(2008) yang melakukan penelitian terhadap sikap mahasiswa Korea Selatan, Turki dan 
Inggris menemukan bahwa terdapat perbedaan sikap antara mahasiswa di negara yang 
berbeda tersebut terhadap whistleblowing. Namun pada penelitiannya yang lain, dengan 
memasukkan variabel teori perilaku terencana Park dan  Blenkinsopp (2009)  menemukan 
bahwa sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap 
niat whistleblowing.  

Sementara penelitian whistleblowing yang dilakukan di Indonesia, pernah dilakukan 
oleh Sulistomo (2012), Daivitri (2012), Malik (2010) dan Mellisa, et. al., (2017) persepsi dan 
pengaruhnya terhadap niat melakukan whistleblowing. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa persepsi tentang norma subyektif, sikap, dan persepsi tentang kontrol perilaku 
berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan pengungkapan kecurangan. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang membedakannya pada 
penelitian ini sampel yang menjadi responden bukan hanya mahasiswa dari jurusan akuntansi 
saja melainkan mahasiswa jurusan lain juga yang ada di FEB Untan. Berdasarkan penjabaran 
sebelumnya peneliti merasa perlu untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam melakukan 
tindakan whistleblowing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan teori pertukaran sosial dalam melakukan tindakan whistleblowing. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Whistleblowing merupakan sebuah proses yang kompleks dimana melibatkan faktor 
pribadi dan organisasi. Kebanyakan  penelitian  menunjukan bahwa karyawan yang lebih tua 
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dan lebih berpengalaman memeiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan 
whistleblowing. Hal ini dikarenakan semakin berpengalaman seseorang maka makin 
berkomitmenlah  mereka kepada organisasi tempat mereka bekerja  (Near & Miceli, 1985). 
Dengan demikian, muncul  niat untuk  melaporkan  kecurangan yang dapat membahayakan 
keberadaan organisasi mereka. 

Istilah whistleblowing ini muncul sejak adanya Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX) di 
Amerika Serikat yang dapat mendorong para pegawai dari perusahaan untuk melakukan 
pelaporan atas tindakan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi tanpa ada rasa takut 
terhadap pihak yang dilaporkan. 

Menurut Ajzen (2005), sikap adalah disposisi untuk merespon secara favorable atau 
unfavorable terhadap benda, orang, intansi atau kejadian. Menurut Assael (2001) sikap 
terhadap perilaku didefinisikan kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon 
kepada obyek atau kelas obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. 
Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002) sikap terhadap perilaku merupakan perasaan 
terhadap sebuah rangsangan. Berdasarkan dua definisi di atas sikap terhadap perilaku dapat 
didijelaskan bahwa sikap terhadap perilaku sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk 
memberi respon atau menerima rangsangan terhadap obyek secara konsisten baik dalam rasa 
suka maupun tidak suka.  

Sikap terhadap perilaku bukanlah sebuah perilaku, namun sikap terhadap perilaku 
merupakan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku (Assael, 2001). 
Seorang individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap 
suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang  dianggap positiflah  yang nantinya akan dipilih 
individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap terhadap perilaku 
merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku. 

Norma Subyektif adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seorang individu untuk 
berperilaku. Seorang individu akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku 
jika seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukannya 
atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa 
yang ia lakukan. Hogg dan Vaughan (2005) yang dikutip dalam Parianti et. al., (2016) 
menyatakan bahwa norma subyektif adalah produk dari persepsi individu tentang 
kepercayaan/keyakinan yang dimiliki orang lain. Norma subyektif yaitu keyakinan individu 
untuk mematuhi arahan atau anjuran orang di sekitarnya untuk turut dalam melakukan 
aktifitas. 

Ajzen (1991) mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang hingga terdapat 
waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Niat juga 
diartikan sebagai deklarasi internal untuk bertindak/melakukan sesuatu (Hogg dan Vaughan, 
2005 yang dikutip dalam Parianti et. al,. 2016). 

Teori lain yang digunakan adalah teori pertukaran sosial, dimana Cropanzano dan 
Mictchell (2005) menjelaskan bahwa dasar dari teori pertukaran sosial adalah hubungan yang 
meningkat dari waktu ke waktu dimana akan menjadi hubungan yang saling mempercayai, 
loyal, dan saling berkomitmen selama kedua belah pihak menaati aturan-aturan pertukaran. 
Peraturan mengenai pertukaran umumnya melibatkan hubungan timbal balik atau aturan 
membayar kembali dalam bentuk tindakan dari suatu pihak sebagai respon dari tindakan 
pihak lain (Cropanzano & Mictchell, 2005). Pedekatan pertukaran sosial mengintegrasikan 
keyakinan seorang individu tentang bagaimana seorang individu tersebut diperlakukan oleh 
organisasinya dan bagaimana organisasi berkomitmen  kepada mereka (Eisenberger  et al.,  
1986). Dengan demikian, jika seorang individu percaya bahwa organisasi berkomitmen 
kepadanya maka seorang individu tersebut juga akan berkomitmen kepada organisasi. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa teori pertukaran sosial menjadi teori yang mendukung terjadinya 
niat melakukan tindakan whistleblowing. 
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Penelitian Sulistomo (2012) niat nerupakan keinginan kuat untuk melakukan sesuatu 
yang muncul dari dalam diri setiap individu.Niat dapat dihubungankan dengan motivasi 
seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika tindakan tersebut dilakukan terus menerus, 
maka akan menciptakan suatu pribadi dengan perilaku yang dilakukannya secara terus 
menerus. Selain itu, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin mahasiswa memiliki 
persepsi lingkungan mahasiswa mendukungnya, dan sikap positif terhadap perilaku 
pengungkap kecurangan serta memiliki persepsi bahwa perilaku yang ditunjukkan nantinya 
merupakan hasil control diri sendiri dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi  untuk 
memiliki niat mengungkap kecurangan. 

Mellisa et. al (2017), hasil penelitiannya menunjukkan pentingnya menunjukkan 
pentingnya etika dalam penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran, serta pentingnya 
teladan dari perilaku etis dosen dan lingkungan perkuliahan yang positif. Sementara, hasil 
penelitian Parianti et. al (2016) menunjukkan bahwa jika mahasiswa menunjukan niat yang 
tinggi untuk melaporkan kecurangan cenderung akan melaporkan kecurangan yang 
ditemukannya dibandingkan dengan mahasiswa yang menunjukkan niat yang rendah. 
 
Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk melihat potensi niat mahasiswa untuk 
melakukan whistleblowing dengan pelihat sikap terhadap perilaku mahasiswa, norma 
subyektif mahasiswa dan dukungan organisasi yang mahasiswa rasakan, sehingga tujuan dari 
penelitian ini dapat terjawab. Selain itu, untuk menjawab ini maka terdapat tiga hipotesis dari 
penelitian ini, yaitu : 

H1 : Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan 
whistleblowing 

H2 : Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan 
whistleblowing. 

H3 : Persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 
melakukan whistleblowing. 

Penelitian ini menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut : 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 1. Kerangka Konseptual  
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana dalam penelitian ini berusaha 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar obyek penelitian, dengan 
maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu 
peristiwa yang terjadi sesungguhnya atau berupaya untuk memperoleh deskripsi yang 
lengkap dan akurat dari suatu situasi.Selanjutnya data dianalisis baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. 

Sikap Terhadap Perilaku 

Norma Subyektif NIAT 

Dukungan Organisasi 
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Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan data purposive 
sampling. Data diambil dengan cara menyebarkan 400 koesioner kepada mahasiswa di 
lingkungan FEB UNTAN. Di samping itu juga dipelajari dari dokumen – dokumen atau 
literature untuk pengayaan data. 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena 
adanya variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Sikap terhadap perilaku 

Sikap terhadap perilaku adalah penilaian seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu 
perilaku yang dilakukan. Seseorang akan memberikan suatu penilaian terhadap perilaku 
yang dilakukan seseorang. Penilaian yang diberikan dapat berupa hal yang positif 
maupun negatif. 

2. Norma Subyektif 
Norma subyektif adalah norma yang dihasilkan seseorang berdasarkan norma yang ada 
disekitarnya. Ajzen (1991) mendefinisikan norma subyektif sebagai tekanan yang  
dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Seseorang akan memiliki 
suatu norma yang diyakini dirinya sendiri. Tetapi, norma yang diyakininya tersebut 
memiliki pengaruh dari norma yang ada disekitar orang tersebut. 

3. Dukungan Organisasi 
Dukungan organisasi adalah keyakinan seorang individu mengenai penghargaan 
dukungan, dan perhatian yan diberikan organisasi atas kontibusi yang telah diberikan 
seorang individu serta kepedulian oganisasi terhadap kesejahteraan anggotanya 
(Eisenberger et al., 1986). 

4. Niat 
Niat adalah suatu keadaan dimana seseorang ingin melakukan suatu perilaku. 

Metode analisis data menggunakan SPSS versi 23 yang dijalankan dengan media 
komputer. Teknik statistika multivarian yang dilakukan perbandingan antara variabel 
dependen dengan variabel independen dengan regresi liner berganda. Dimana akan 
membentuk persamaan regresi sebagai berikut : 

Y   = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + e         

Dimana : 
Y  = Niat 
X1  = Sikap Terhadap Perilaku (STP) 
X2  = Norma Subyektif (NS) 
X3  = Dukungan Organisasi (DO) 
a0  = Konstanta 
a1, a2, a3 = Koefisien 
e  = Error 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dimulai dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden 

yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura angkatan 2014 dan 
2015.Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. 
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Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 400 
Kuesioner yang kembali dari responden 346 
Kuesioner yang tidak diisi lengkap 17 
Kuesioner yang dapat diolah 329 
Tingkat pengembalian kuesioner (respon rate) 91,6 % 

 
Koesioner disebarkan sebanyak 400 koesioner, namun yang kembali sebanyak 346 

koesioner dan yang tidak lengkap pengisian koesioner dasa sebanyak 17 koesioner ehingga 
data yang dapat diolah sebanyak 329 untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. 
Selanjutnya disajikan karakteristik dari responden dalam penelitian ini. 

Jumlah responden mahasiswa reguler A sebanyak 190 orang atau 61,14% dan 
mahasiswa reguler B sebanyak 139 orang atau 39%. Responden dalam penelitian ini 
dilakukan kepada mahasiswa angkatan 2014 dan 2015, dimana mahasiswa angkatan 2014 
sebanyak 155 orang atau 45,85% dan mahasiswa angkatan 2015 sebanyak 124 orang atau 
54,15%. 

Berikut ini adalah hasil pengolahan data untuk melihat pengaruh antara variabel 
terikat dengan variabel-variabel bebas sehingga dapat terbentuk persamaan regresi linier 
berganda dari penelitian ini. 

Tabel 2. Hasil Regression Analysis 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) 2.806 1.476 1.901 .059 

STP .163 .075 2.160 .032 
NS .326 .054 6.044 .000 
DO .313 .068 4.584 .000 

a. Dependent Variable: Niat 

Berdasarkan output pada tabel 6 di atas maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 

DA = 2,806 + 0,163STP + 0,326NS + 0,313DO + e 
Persamaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai koefisien dari Sikap Terhadap Perilaku (SPT) sebesar 0,163, hal ini menunjukkan 
bahwa SPT memiliki pengaruh ke arah positif terhadap Niat untuk melakukan 
whistleblowing. Artinya semakin kuat sifat mahasiswa terhadap perilaku pandangannya 
terhadap kecuranganmaka niat untuk melakukan atau sebagai whistleblowing semakin 
meningkat. 

2. Nilai koefisien dari Norma Subjektif (NS) sebesar 0,326, hal ini menunjukkan bahwa 
Norma Subjektif yang dimiliki oleh mahasiswa memilki pengaruh ke arah positif 
terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. Artinya semakin besar norma 
subjektif yang dimiliki mahasiswa maka niat mahasiswa untuk melakukan 
whistleblowing juga semakin meningkat. 

3. Nilai koefisien dari Dukungan Organisasi (DO) sebesar 0,313, hal ini menunjukkan 
bahwa dukungan organisasi memiliki pengaruh ke arah positif terhadap niat mahasiswa 
untuk melakukan whistleblowing. Artinya semakin besar dukungan organisasi maka niat 
mahasiswa untuk melakukan whistleblowing semakin meningkat. 
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Penelitian ini memiliki tiga hipotesis yang perlu dilakukan untuk pembuktian atau 
pengujian niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. Adapun hasil dari uji hipotesis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis (Ha) t- hit Prob Keputusan 
Hipotesis 

1 Sikap terhadap perilaku berpengaruh 
positif terhadap niat mahasiswa untuk 
melakukan whistleblowing. 

2.160 .032 Ha1 diterima 
dan Ho ditolak 

2 Norma subyektif berpengaruh positif 
terhadap niat mahasiswa untuk melakukan 
whistleblowing. 

6.044 .000 Ha1 diterima 
dan Ho ditolak 

3 Persepsi dukungan organisasi berpengaruh 
positif terhadap niat mahasiswa untuk 
melakukan whistleblowing. 

4.584 .000 Ha1 diterima 
dan Ho ditolak 

 
Hasil uji hipotesis yang tampak pada tabel 8 menunjukkan bahwa ketiga hipotesis 

dalam penelitian ini dapat diterima. Karena ketiga hipotesis tersebut memiliki nilai 
signifikansi (porbabilitasnya) lebih kecil dari 0,05. Nilai t statistic dari ketiga variabel 
tersebut menunjukkan nilai positif, masing–masing variabel sebesar 2,160 untuk sikap 
terhadap perilaku terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whitleblowing. Lalu 6,044 untuk 
norma subjektif yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap niat dalam melakukan 
whistleblowing dan 4,584 untuk dukungan organisasi terhadap niat mahasiswa untuk 
melakukan whistleblowing. 

Secara umum teori menyatakan bahwa seseorang akan mempunyai sikap positif 
terhadap suatu perilaku apabila berhubungan dengan tujuan yang positif. Whistleblowing 
merupakan suatu tindakan yang bertujuan positif, yaitu keinginan melaporkan kecurangan-
kecurangan yang ada disuatu organisasi.  Jadi, semakin seorang individu tersebut mempunyai 
pemikiran bahwa suatu tingkah laku akan memberikan efek positif maka individu tersebut 
akan cenderung bersikp favorable pada suatu perilaku, begitu juga sebaliknya, semakin 
individu mempunyai pemikiran bahwa suatu perilaku akan memberikan efek negatif maka 
seseorang individu akan cenderung bersikap unfavorable terhadap perilaku tersebut (Azjen, 
2005). 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu “Sikap terhadap perilaku berpengaruh 
positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing.” dapat diterima. Hasil ini 
memperkuat apa yang dikemukakan oleh Azjen (2005) dan sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Azjen (1991), Parianti et. al.(2016) dan Saud, Ilham Maulana (2016) yang 
menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat untuk 
melakukan whistleblowing. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Mellisa et. al. (2017) yang menemukan bahwa sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh 
positif terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. 

Selanjutnya hipotesis kedua dari penelitian ini juga dapat diterima, yaitu “Norma 
subyektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing.” 
Hasil penelitian Ajzen (2005) yang mengemukakan ada pengaruh  positif norma subyektif  
yang dimiliki mahasiswa yang ditunjukkan melalui tekanan sosial dari orang-orang 
disekelilingnya seperti teman, dosen dan orang tua terhadap niat mahasiswa (Ajzen, 2005) 
artinya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan Ajzen (2005). Selain 
itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulistomo (2012), 
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Parianti et. al.  (2016) dan Mellisa et. al. (2017) yang menjelaskan bahwa norma subyektif 
berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan whistleblowing.  

Beberapa lembaga publik di Indonesia telah  memiliki sistem penanganan pengaduan 
(whistleblower system) dan sistem ini sudah mulai diberlakukan secara efektif. Indonesia 
sendiri  memiliki masyarakat dengan budaya kolektif, yaitu kehidupan sosial menjadi lebih 
dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. 

Dukungan organisasi yang dirasa individu memiliki hubungan dengan perasaan mudah 
atau tidak untuk melakukan sesuatu perbuatan.Tindakan whistleblowing salah satunya, karena 
tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan sumber dan kesempatan yang dimiliki dan juga 
seberapa besar kemampuan untuk tidak melakukannya.Hal ini juga dapat dibuktikan dalam 
penelitian ini, dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa dukungan 
organisasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing 
dapat diterima. 

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga ini sejalan dengan Adebayo (2005), Hooks et al., 
(1994), Kaplan, S.E. dan Whitecotton, S.M. (2001) yang menunjukan adanya hubungan antar 
tingkat dukungan organisasi dengan untuk mengungkapkan kecurangan. Namun berbeda 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saud dan Maulana (2016) yang menemukan 
tidak ada pengaruh dari dukungan organisasi untuk  melaporkan tindakan kecurangan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertukaran sosial, ketika seseorang ingin 
melaporkan kecurangan dan meyakini bahwa tidak akan mendapat ancaman atau sanksi baik 
secara ekonomi maupun sosial dari organisasi, maka akan menimbulkan dampak positif 
terhadap niat untuk melakukan whistleblowing yang merupakan suatu tindakan yang 
bermanfaat bagi organisasi.  

 
SIMPULAN 

Ketiga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga ketiga variabel bebas 
dalam penelitian ini yaitu sikat terdapat perilaku (X1), norma subyektif (X2) dan dukungan 
organisasi (X3) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan 
tindakan whistleblowing. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertukaran sosial 
yang mengungkapkan bahwa orang akan melakukan suatu tindakan yang tidak akan 
mengancam atau merugikan dirinya. Penelitian mengenai whistleblowing di masa mendatang 
diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan 
mempertimbangkan untuk menambah variabel yang mampu mempengaruhi perilaku 
whistleblowing seperti variabel demografi dan komitmen. 
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PENDAHULUAN 
 Modal kerja adalah faktor fundamental dalam aktivitas operasional sebuah usaha. 
Ibarat pelumas mesin, begitupun modal kerja mempunyai fungsi yang sama, yaitu 
memperlancar keberlangsungan usaha. Modal kerja juga merupakan dana yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari (Riyanto, 2013). Modal kerja 
dialokasikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, mengeluarkan biaya-
biaya yang diperlukan, dan lain sebagainya perlu diatur. Pada umumnya ia akan bersiklus 
dalam periode tertentu, dan diharapkan akan menuai hasil yang lebih daripada modal kerja 
awal.   
 Perencanaan dan pengelolaan modal kerja tentu harus bijak dan tepat sesuai sasaran 
sehingga memudahkan operasionalisasi usaha dan berpotensi terhindar dari pailit sehingga 
memerlukan kebijakan modal kerja yang sesuai. Tiga konsep kebijakan modal kerja 
(Riyantor,  2013) yaitu kuantitatif, kualitatif dan fungsional. Letak perbedaan paling 
menonjol adalah pada besaran prosentasi penggunaan aktiva lancar. Sedangkan tipe 
kebijakan modal kerja berdasarkan pengembangan konsep kebijakan modal kerja adalah 
konservatif, moderat (hedging), dan agresif (Weston dan Copeland, 2012). Skala perusahaan 
mulai dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) hingga usaha berskala besar 
memerlukan kebijakan modal kerja yang efesien dan taktis.   
 UMKM mulai berkembang pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM 
memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 57, 84% (2011) 
meningkat menjadi 60, 34% (2016). UMKM juga menunjukkan prestasinya dalam 
penyerapan tenaga kerja, yaitu dari 96, 99% meningkat hingga 97,22% dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir (BPS, 2016). Rekam jejak UMKM yang baik harus mendapatkan 
perhatian pemerintah. Walaupun bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional, akan 
tetapi UMKM terbukti menjadi kontributor signifikan dalam peningkatan Produk Domestik 
Bruto. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian Tambunan (2011) yang menyatakan bahwa 
selain sebagai sumber ketenagakerjaan, usaha skala kecil hingga menengah (Small to 
Medium Enteprises) berpotensi  sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 
Ironisnya, UMKM mempunyai beberapa kendala dalam operasionalisasi usaha, yaitu 
kesulitan pemasaran dan bahan baku, keterbatasan – keterbatasan dalam hal akses ke sumber 
pembiayaan  sumber daya manusia (SDM), inovasi dan teknologi (Roeslani, 2016) 
 Salatiga merupakan kota kecil yang sejuk, berlokasi di kaki gunung Merbabu Jawa 
Tengah serta secara administrasi terletak diantara kabupaten Semarang dan Boyolali. Salah 
satu desa di Salatiga yaitu Desa Tingkir Lor telah ditetapkan dengan SK Walikota Nomor : 
556/349/2015  sebagai lokasi pengembangan Desa Wisata. UMKM tumbuh pesat seiring 
dengan perkembangan Desa Wisata. 
 Hasil produksi yang dihasilkan Desa Tingkir Lor (Cengek) bervariasi.  Produk yang 
dihasilkan berupa pakaian pakai seperti baju, celana, jaket, kaos, dan atribut muslim seperti 
kerudung. Produk lain yang dihasilkan adalah sprei, sarung bantal dan guling, selimut yang 
berbahan dasar macam – macam kain. Sebagian besar industri di desa ini bergerak di bidang 
konveksi. Akan tetapi, terdapat pula usaha lainnya yaitu kuliner seperti: bakpia, keripik, dan 
krecek. Adapula beberapa industri rumah tangga yang menjadi pengrajin tempe. Sebagian 
kecil lainnya menjadi ternak ikan serta pengrajin alat rumah tangga seperti sapu, kemoceng, 
sikat dan sebagainya. 
 Mayoritas pelaku UMKM di Desa Wisata Cengek menerapkan konsep dan tipe 
kebijakan modal kerja kuantitatif – konservatif.Hal ini disebabkan adanya tingkat kesulitan 
untuk memperoleh pembiayaan dari kreditur, yaitu perbankan sehingga terkendala dalam 
pengembangan usaha.Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sunday (2011) dan 
Tambunan (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan kecil mengalami kesulitan finansial 
karena tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit oleh perbankan.75% pelaku UMKM di 
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desa tersebut menggunakan aktiva lancar yang bersumber dari modal internal. Sehingga 
aspek tujuan studi ini adalah untuk mengetahui modal kerja pada UMKM  di Desa Wisata 
Cengek,Salatiga dan selanjutnya memberikan rekomendasi dari hasil studi ini. 
 Penelitian ini bermanfaat  bagi masyarakat pada umumnya dan  secara khusus bagi 
UMKM di Desa Cengek, Salatiga sebagai bentuk pembelajaran dan wacana tentang 
kebijakan modal kerja. Begitu juga dalam dunia pendidikan,bahwa hasil penelitian ini 
bermanfaat sebagai bahan ajar. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Modal Kerja  
Tiga  konsep modal kerja (Riyanto, 2013), antara lain : 

1. Kuantitatif  
Modal kerja terdiri dari seluruh jumlah aktiva lancar.Konsep ini biasa disebut modal 
kerja bruto (gross working capital). Modal kerja konsep kuantitatif hanya 
menekankan aspek ketersediaan dana jangka pendek untuk operasional usaha rutin.  

2. Kualitatif 
Modal kerja konsep kualitatif lebih luas cakupannya karena sudah memasukkan 
elemen hutang lancar.Sebagian aktiva lancar harus bisa mendanai seluruh aktivitas 
operasional rutin perusahaan, sedangkan sebagian sisanya digunakan untuk membayar 
hutang lancar. 

3. Fungsional 
Modal kerja konsep fungsional menekankan fungsi dana dalam memproduksi 
pendapatan. Tidak semua dana akan dihabiskan dalam periode sekarang akan tetapi 
ada kemungkinan akan digunakan untuk periode yang akan datang.  

Setiap usaha berbeda-beda dalam menentukan Model atau tipe kebijakan modal 
kerja.Penentuan tersebut disesuaikan dengan karakter, skala, visi misi dan jenis 
usaha.Menurut Weston dan Copeland (2012) , terdapat 3 (tiga) tipe atau Model kebijakan 
modal kerja, yaitu: 

1. Kebijakan Konservatif  
Pada kebijakan Model konservatif, penetapan tingkat aktiva lancar yang relatif tinggi 
mengakibatkan likuiditas perusahaan tinggi. Implikasi selanjutnya adalah terjadi 
resiko kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan yang rendah 
akan tetapi profitabilitas rendah. 

2. Kebijakan Moderat 
Kebijakan Model moderat (hedging) merupakan perpaduan diantara dua kebijakan 
sebelumnya. Penetapan tingkat aktiva lancar rata - rata yang relatif cukup 
mengakibatkan likuiditas pada level moderat alias sedang. Implikasi selanjutnya adalah 
terjadi tingkat penjualan yang moderat dan profitabilitas perusahaan sedang. 

3. Kebijakan Agresif  
Pada kebijakan Model agresif, penetapan tingkat aktiva lancar rata - rata yang relatif 
rendah mengakibatkan likuiditas rendah.  Implikasi selanjutnya adalah terjadi resiko 
kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan tinggi sehingga 
profitabilitas perusahaan tinggi. Tabel 1 dibawah ini merupakan ringkasan Model atau 
tipe kebijakan modal kerja : 
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Tabel 1. Tingkat Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko pada Tiga Kebijakan 
 
 

 
 
 
 
4 (empat) faktor yang menentukan kebutuhan modal kerja perusahaan (Hampton, 2011), 
yaitu : 

1. Volume Penjualan 
Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung potensi peningkatan 
volume penjualan. 

2. Faktor Musim dan Siklus 
Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan 
mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. 

3. Perubahan dalam Teknologi 
Jika terjadi pengembangan teknologi maka akan berhubungan dengan proses 
produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja 

4. Kebijakan Perusahaan 
Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap 
kebutuhan modal kerja. 

 
Penelitian Terdahulu 

Miswanto (2012) melakukan studi literatur tentang kebijakan dalam penentuan dan 
pendanaan modal kerja. Hasil studinya adalah (1) bilamana aktiva lancar temporer dibiayai 
dengan pendanaan jangka pendek mengandung resiko dan profitabilitas yang moderat, (2) 
bilamana aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka panjang  mengandung 
resiko  dan  profitabilitas yang rendah,  (3) bilamana  aktiva  lancar  permanen dibiayai 
dengan pendanaan jangka pendek akan mengandung resiko dan profitabilitas tinggi, (4) 
bilamana aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka panjang akan 
mengandung resiko dan profitabilitas yang moderat, (5) untuk menganalisis modal kerja bisa 
digunakan alat analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana,  dan analisis 
aliran kas. 

Sadiq (2017) menguji pengaruh modal kerja terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah di Nigeria. Hasil pengujian menunjukkan bahwa periode hutang dagang,siklus 
konversi kas, dan siklus perdagangan bersih berpengaruh posistif terhadap kinerja 
perusahaan. Periode piutang dagang dan perputaran persediaan dalam satuan hari mempunyai 
hubungan yang negative dengan kinerja perusahaan. 

Sunday (2011) melakukan penelitian yang berjudul Effective Working Capital 
Management in Small and Medium Scale Enterprises (SMEs). Hasilnya : (1) bahwa 
perusahaan skala kecil mempunyai kelemahan finansial karena sangat tergantung dengan 
fasilitas kredit, (2) banyak perusahaan kecil  tidak mampu membayar seluruh kewajiban baik 
jangka pendek maupun jangka panjang (insolvable) dikarenakan kesulitan mendapatkan 
bantuan keuangan sebab tidak memenuhi persyaratan mendapatkan kredit, (3) aliran modal 
kerja yang rendah menjadikan perusahaan kecil tidak mampu berkompetisi 

Penelitian Tambunan (2011) tentang Development of Small and Medium Enterprises 
in Developing Country-The Indonesia Case, menunjukkan hasil yaitu  (1) UMKM adalah 
pemain utama dalam menggerakan perekonomian negara karena jumlah mereka hampir 
99.9% dari jumlah keseluruhan perusahaan domestic, (2)UMKM mempunyai kesulitan 

 Tinggi Sedang Rendah 
Likuiditas Konservatif Moderat Agresif 
Profitabilitas Agresif Moderat Konservatif 
    Risiko Agresif Moderat Konservatif 
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keuangan dan keterbatasan pemasaran, (3) inovasi UMKM sangat rendah, (4). Pengusaha 
wanita masih sedikit akibat kendala pendidikan, pandangan budaya dan agama. 

Sugiyono (2015) melakukan penelitian tentang penggunaan dan penyediaan modal 
kerja UMKM dalam meningkatkan laba KUB ( Kelompok Usaha Bersama) Alam Lestari 
Depok. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa penyediaan dan penggunaan modal kerja 
KUB lestari didasarkan pada sifat umum perusahaan, waktu produksi, tingkat perputaran 
persediaan, tingkat perputaran piutang, dan pengaruh konjungtur 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh  UMKM di Desa Wisata, Cengek 
Salatiga, yaitu 72 UMKM. Peneliti mengambil sampel UMKM di Cengek berdasarkan 
kriteria kesamaan usaha . Pada Sentra industri konveksi desa wisata Tingkir lor terdapat 5 
(lima) jenis spesialisasi konveksi , yaitu : pembuat sprei dan bed cover, celana kolor , hijab, 
pakaian umum dan campur. Setiap jenis spesialisasi UMKM akan diambil sampel secara 
proporsional yaitu 20 %. 

Maka kriteria sampel diatas telah memperoleh sampel sebanyak 20 UMKM dengan  
rincian sebagai berikut : 

Tabel 2. Seleksi sampel 
Kriteria Jumlah 
Seluruh pengusaha UMKM di Tingkir Lor 72 
Spesialisasi UMKM : 
a. Sprei dan bed cover : 16 (20%)  
b. Celana kolor            : 21 (20%) 
c. Hijab                        : 3   (20%) 
d. Pakaian umum         : 20 (20%) 
e. Campur                    : 12 (20%) 

 
4 
3 
5 
1 
4 
3 

Total 20 
 
Metode pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel bertujuan (purposive 

sampling) berdasarkan kuota. Metode tersebut bertujuan untuk menaikkan representative 
sampel penelitian (Indriantoro dan Soepomo, 2011) 

Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data primer sekaligus data sekunder dengan teknik 

pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara responden yaitu 20 pengusaha UMKM di 
Desa Wisata Cengek, Salatiga. 

Variabel Penelitian 
Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Kebijakan modal kerja. Pada tabel 3.1 

berikut ini memaparkan definisi operasional beserta indikator variabel : 
 
Tabel 3. Variabel, Indikator, dan Definisi Operasional Penelitian 
Variabel Indikator Definisi Operasional 

Model 
Kebijakan 
Modal Kerja 

Kelas I 
Konservatif 

Aktiva Lancar 
Penjualan 

Jumlah aktiva lancar yang relatif besar 
mengakibatkan  likuiditas tinggi. 

Kelas II 
Moderat 

Aktiva Lancar 
Penjualan 

Jumlah aktiva lancar rata-rata yang relatif  cukup 
mengakibatkan  likuiditas pada level moderat 
alias sedang 

Kelas III 
Agresif 

Aktiva Lancar 
Penjualan 

Jumlah aktiva lancar rata-rata yang relatif rendah 
mengakibatkan likuiditas rendah 
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Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan kuantitatif, yaitu 

dengan cara dan tahapan sebagai berikut : 
1. Membandingkan Aktiva lancar dan penjualan 
2. Hasil perbandingan pada butir 1(satu) yang berupa angka absolut dikonversi menjadi 

prosentase 
3. Menyajikan hasil perbandingan atau perhitungan butir 2(dua) ke dalam tabel distribusi 

frekuensi 
4. Membentuk 3 kelas interval pada  hasil perhitungan di butir 2 ke dalam 3 kelas kebijakan 

yang telah dibuat dengan interval kelas atau jangkauan kelas dengan tahapan : 
a. Mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke terbesar 
b. Membuat 3 kelas interval yang disesuaikan dengan 3 kategori kebijakan yaitu Kelas I 

– Kebijakan Konservatif, Kelas II – Kebijakan Moderat, Kelas III – Kebijakan 
Agresif 

c. Mencari panjang interval kelas dengan formula :  Panjang kelas (PK) = (nilai terbesar 
– nilai terkecil ) / Jumlah kategori 

d. Menghitung banyaknya frekuensi per kelas kebijakan modal kerja 
5. Tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan dengan dasar perhitungan frekuensi pada 

butir 5d (lima d) . 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Hasil wawancara terhadap 20 pengusaha UMKM konveksi di Desa Wisata, Tingkir 
Lor Salatiga dan observasi langsung tentang prospektus bisnis telah memunculkan data 
berikut ini : 
Sumber Pendanaan 

Tabel 4. Sumber Pendanaan Pengusaha UMKM di Desa Wisata Tingkir Lor, 
Salatiga 

No Umur Bisnis 
Jumlah 

Pengusaha 
UMKM 

Sumber Pendanaan 

Internal Eksternal Internal dan 
Eksternal 

1 < 1 tahun 2 2 0 0 
2 1-5 tahun 4 1 0 3 
3 > 5 tahun 14 0 0 14 

Total 20 3 0 17 
 
Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa pengusaha UMKM yang mempunyai 

umur bisnis kurang dari 1 (satu ) tahun belum mempunyai keberanian untuk menggunakan 
dana eksternal, yaitu kredit dari perbankan.  
 Lain halnya dengan para pengusaha UMKM yang mempunyai umur bisnis lebih dari 
1(satu) tahun lebih mempunyai keberanian menggunakan sumber pendanaan eksternal. Hal 
tersebut dikarenakan rata-rata pengusaha UMKM tersebut sudah mempunyai gambaran bisnis 
ke depan mereka. Selain itu, pengalaman berbisnis konveksi lebih dari satu tahun menjadikan 
mereka lebih percaya diri dalam mengelola dana kucuran perbankan. Seperti yang 
diungkapkan Mariyani (50 tahun). Ibu dari 2 putra ini sudah menjalankan usaha konveksi 
selama 20 tahun. Ibu Mariyani sering memadukan sumber pendanaan baik internal maupun 
eksternal. Histori bisnis Ibu Mariyani telah memotret tren bisnis yang dijalankan semakin 
mempunyai kapasitas besar. Awal berdiri usahanya hanya memproduksi bahan kain kiloan 
hanya satu kilo hingga ratusan kilo dan telah mempunyai 3 outlet di Salatiga. Menurutnya, 
dukungan perbankan menjadi salah satu faktor kesuksesan usahanya.   
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Tinjauan secara keseluruhan bahwa17 (85%) dari 20 responden menggunakan 
perpaduan sumber pendanaan, yaitu  internal dan eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pengusaha UMKM di Desa Wisata , Tingkir Salatiga mempunyai sistem pengelolaan 
keuangan yang baik dan tren bisnis yang menjanjikan. Mereka berharap bahwa usaha mereka 
akan terus berkelanjutan hingga anak cucu. 

Prospektus Bisnis 
Tabel 5. Ringkasan Prospektus Bisnis Pengusaha UMKM di Desa Wisata Tingkir 

Lor, Salatiga 
No Umur 

Bisnis Penjualan kotor Aset Lancar Hutang Lancar 

1 < 1 tahun 20.000.000 – 60.000.0000 40.000.000 - 
80.000.000 0 

2 1-5 tahun 60.000.000 – 150.000.000 50.000.000 – 
200.000.000 

30.000.000 – 
200.000.000 

3 > 5 tahun 150.000.000 – 1.500.000.000 120.000.000 – 
700.000.000 

100.000.000 -
500.000.000 

  
Tabel 4 tentang ringkasan prospektus bisnis pengusaha UMKM di Desa Wisata, 

Tingkir Lor, Salatiga menunjukkan bahwa semakin lama umur bisnis UMKM, maka skala 
perusahaan makin besar. Hal tersebut diindikasikan dengan peningkatan penjualan kotor, 
Aset Lancar, dan Hutang Lancar. Secara keseluruhan, bisnis konveksi di Desa Wisata Tingkir 
Lor, Salatiga mempunyai prospek bisnis yang positif.  

 
Ekonomi Berbagi (Sharing Economy) 

Para pengusaha UMKM di Desa Wisata, Tingkir Lor Salatiga juga melakukan 
ekonomi berbagi (sharing economy) bagi masyarakat setempat. Mereka melibatkan beberapa 
rumah tangga untuk melakukan tahapan kegiatan produksi konveksi, seperti : menjahit, 
mengobras, dan merapikan jahitan. Karyawan UMKM 100% berasal dari masyarakat 
setempat . Berikut ini adalah tabel yang menyajikan ekonomi berbagi (sharing economy) 
pada 20 pengusaha UMKM di Desa Wisata , Tingkir Lor, Salatiga dari tahun 2016 hingga 
April 2018 dengan indikator jumlah karyawan. 

 
Tabel 6. Ekonomi Berbagi di Desa Tingkir Lor Salatiga 

Tahun 
Produksi Penjualan dan Pemasaran 

Menjahit Mengobras Merapikan 
Jahitan 

Tenaga Penjualan 
dan Pemasaran 

Tenaga 
Administrasi 

2016 102 127 195 85 40 
2017 104 130 198 86 41 
2018 109 135 200 86 41 

 
 Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk setempat dalam 
pengelolaan industri konveksi UMKM di Tingkir lor dari tahun ke tahun makin besar. Hal itu 
menjadi bukti bahwa usaha konveksi makin berkembang dan ada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa Tingkir lor.  

Tahap selanjutnya adalah membandingkan aktiva lancar dengan penjualan bruto agar 
dapat diketahui kebijakan modal kerja yang digunakan, yaitu konservatif, agresif, atau 
moderat. Berikut ini perhitungan penentuan kebijakan modal kerja pada pengusaha UMKM 
di Desa Wisata, Salatiga :  
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Tabel 7. Perbandingan Aktiva Lancar dengan Penjualan 

No Pengusaha 
UMKM 

Aktiva 
Lancar 

Penjualan 
bruto 

Perbandingan 
Aktiva Lancar dan 

Penjualan bruto 
% 

1 Ainul Mardiyah 600.000.000 520.850.000 1,15 115,20 
2 Adib Mutofa 320.000.000 260.000.000 1,23 123,08 
3 Amin Sholikah 720.000.000 530.000.000 1,36 135,85 
4 Edi Susilo 35.000.000 60.000.000 0,58 58,33 
5 Khaeroni 100.000.000 97.000.000 1,03 103,09 
6 Ida Magsum 170.000.000 189.000.000 0,90 89,95 
7 Isa 240.000.000 250.000.000 0,96 96,00 
8 Munasikah 265.250.000 270.000.000 0,98 98,24 
9 Mahfiah Rohmah 93.000.000 90.000.000 1,03 103,33 
10 Maksum Afandi 120.500.000 130.000.000 0,93 92,69 
11 Maf'ah 130.200.000 152.000.000 0,86 85,66 
12 Munayiroh 710.000.000 700.000.000 1,01 101,43 
13 Mut Khasanah 200.800.000 220.000.000 0,91 91,27 
14 Mariyani 147.800.000 163.400.000 0,90 90,45 
15 Nur Abidin 231.000.500 253.700.000 0,91 91,05 
16 Nuraini 272.300.000 251.000.000 1,08 108,49 
17 Numan Suntoro 200.300.000 205.200.000 0,98 97,61 
18 Nurhadi 889.000.000 1.200.000.000 0,74 74,08 
19 Ning Darmaji 672.000.000 1.000.000.000 0,67 67,20 
20 Swastika 64.000.000 60.000.000 1,07 106,67 

 
Dari tabel 6 diatas maka dapat diperoleh tiga kelas interval dalam distribusi frekuensi 

sebagai berikut : 

Panjang kelas (PK) = (nilai datum terbesar – nilai datumterkecil ) / Jumlah kategori 
          = (135,85 – 58,33) / 3 

        = 25, 84 
 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Perbandingan antara Aktiva Lancar dengan  
Penjualan 

Kelas Nilai prosentase perbandingan Aktiva 
Lancar dengan Penjualan Frekuensi Prosentase 

I 58,00 - 84,00 3 15% 
II 85,00 - 111,00 14 70% 
III 112,00 - 138,00 3 15% 

Total 20 100% 
      
Dari tabel distribusi frekuensi perbandingan aktiva lancar dengan penjualan bruto 

diatas, dapat diketahui bahwa 15% pengusaha UMKM di Desa Wisata, Cengek atau Tingkir 
Lor, Salatiga mengunakan kebijakan modal kerja konservatif. Pengusaha UMKM tersebut 
memilih komposisi Aktiva Lancar lebih banyak dari hutang lancar karena sesuai profil resiko 
pengusaha tersebut yaitu takut mengambil resiko (risk averse). Seperti pengungkapan Ibu 
Swastika (30 tahun) yang merupakan salah satu pengusaha UMKM di Tingkir Lor bahwa 
sebelum memiliki omset bernilai Milyaran, Swastika tetap berkomitmen menggunakan dana 
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internal. Menurutnya, hutang pada pihak ke-3 terlalu beresiko karena ada keterikatan untuk 
menyediakan dana cicilan sementara bisnis rentan dengan ketidakpastian dan bunga bank 
belum kompetitif jika dibandingkan dengan perolehan margin kotor per barang.  

Sementara 70% pengusaha UMKM menggunakan kebijakan modal kerja moderat. 
Pengusaha UMKM tersebut mempunyai keberanian memadukan sumber pendanaan internal 
dan eksternal karena memiliki pengalaman mengelola bisnis lebih dari 3 tahun. Sejauh 
pengalaman mereka, pasar merespon positif eksistensi usaha konveksi yang sudah mereka 
jalankan. Probabilitas kepastian bisnis menguntungkan lebih besar jika ditinjau dari 
perputaran Aktiva lancar menjadi penjualan hingga menghasilkan laba dan kembali menjadi 
Aktiva lancar kembali.  

15% dari 20 responden telah menggunakan kebijakan modal kerja agresif. Pengusaha 
UMKM ini berani mengambil resiko (risk taker). Menurut Amin, bahwa resiko yang tinggi 
akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. Amin banyak menggunakan dana eksternal 
karena sejauh ini usahanya berhasil. Dukungan pihak perbankan menjadikan usahanya lebih 
berkembang. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sunday (2011),Tambunan (2011) dan 
Roeslani (2016) yaitu bahwa perusahaan skala kecil mempunyai kelemahan finansial karena 
sangat tergantung dengan fasilitas kredit.  
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, telah didapat kesimpulan bahwa 70% 
dari 20 responden lebih banyak menggunakan kebijakan modal kerja moderat. Sedangkan 
sisanya 15% lebih memilih konservatif dan 15% memilih agresif. Hal tersebut sesuai dengan 
profil resiko pengusaha dan prospek bisnis yang dijalankan. 

Peneliti merekomendasikan bahwa pengusaha UMKM yang menggunakan kebijakan 
modal kerja konservatif harus berani menggunakan dana eksternal dengan pengelolaan yang 
tepat sasaran. Penggunaan dana eksternal akan membantu pengembangan usaha. Hal tersebut 
dibuktikan dengan para pengusaha UMKM yang menggunakan dana eksternal ternyata 
mempunyai perkembangan bisnis yang baik dan lebih ekspansif 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the effect of tax socialization on individual taxpayer compliance 
with individual taxpayer awareness as a mediating variable. The population in this study is an individual 
taxpayer who has been registered in the Central Semarang Two Primary Tax Office in 2017, with total of 
10,661 taxpayers. Calculation of the number of samples using the Slovin formula, the sample used in this 
study was as many as 100 questionnaires distributed directly in Central Semarang Two Primary Tax 
Office with the permission of the official in charge of the Tax Office. Data analysis using Partial Least 
Square (PLS) approach using WarpPLS 4.0 program.  Results of the research indicate that the tax 
socialization variables can affect the awareness of taxpayers by 50,4% and taxation socialization, and 
taxpayer awareness can affect taxpayer compliance by 58,5%. Results show that the tax socialization has 
a positive effect on individual taxpayer awareness, taxation socialization has a positive effect on 
individual taxpayer compliance, mandatory awareness tax has a positive effect on individual taxpayer 
compliance, and the awareness of taxpayers mediates the effect of taxation socialization on individual 
taxpayer compliance. 
Keywords : Taxation Socialization; Personal Taxpayer Awareness; Individual Taxpayer Compliance 

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel mediasi. Populasi pada 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Semarang Tengah Dua yang berjumlah 10.661 wajib pajak. Perhitungan jumlah sampel menggunakan 
rumus slovin, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner yang 
disebarkan langsung di KPP Pratama Semarang Tengah Dua atas izin pejabat yang berwenang dalam 
KPP tersebut. Analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan 
program WarpPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat 
mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar 50,4% dan sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib 
pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 58,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, sosialisasi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta kesadaran wajib pajak memediasi 
pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kata kunci : Sosialisasi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi; Kepatuhan Wajib Pajak 
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PENDAHULUAN 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Sistem 
perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem self assessment, 
yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, 
tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar (Murtopo, 
2011).  

Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan 
Negara dari sektor pajak belum maksimal. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak 
mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu 
adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat 
Pemberitahuan (SPT). Selain itu, menurut Irawan, Kepala Kanwil I Jawa Tengah, 
mengatakan bahwa penerimaan pajak pada semester I-2017 ini masih belum tercapai 
separuh dari target. Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 31,6 triliun, sampai bulan 
Juli 2017 tercapai sekitar 42 persen (Pujangga, 2017). Presentase kepatuhan SPT WP 
OP kelihatan cenderung menurun dan belum mencapai 100%, hal ini akan berdampak 
terjadinya penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena 
yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Melihat hal tersebut di atas, 
pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk 
meningkatkan penerimaan pajak.  

Menurut penelitian Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu 
(2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Setyaningrum (2017) dan Winerungan 
(2013) mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu bervariasi, maka peneliti mengajukkan penelitian 
ini ditambah dengan variablel kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Kesadaran Wajib 
Pajak diusulkan menjadi variabel mediasi merujuk hal-hal tersebut: (1) sosialisasi 
perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Kurniawan, 2014; Wulandari, 
2015; Sudrajat dan Ompusunggu, 2015, serta Puspita, 2016), serta (2) kesadaran wajib 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Manuputy dan Sirait, 2016; Faizin, 
2016; Setyaningrum, 2017; Setiyani, 2018; Wulandari, 2015; serta Puspita, 2016). 

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana 
untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat 
jumlah (Danarsi, 2017). Menurut Manuputty dan Sirait (2016), diperlukan kesadaran 
dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib 
pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, 
lengkap, dan jelas.Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi 
kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi 
juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi 
tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat 
sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan 
perpajakan akan semakin meningkat.  

Pada latar belakang masalah terungkap adanya masalah kepatuhan SPT WP OP 
kelihatan cenderung menurun dan belum mencapai 100%, hal ini akan berdampak 
terjadinya penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena 
yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Melihat hal tersebut di atas, 
pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk 
meningkatkan penerimaan pajak. Di samping itu hasil penelitian pengaruh sosialisasi 
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perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak belum konsisten hasilnya. Atas dasar hal 
tersebut diusulkan mengurangi gap tersebut melalui kesadaran wajib pajak dengan 
model mediasi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat 
dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut apakah: (1) sosialisasi 
perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sosialisasi perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) kesadaran wajib pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) kesadaran wajib pajak 
memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang 
tidak patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variable dari sikap, norma 
subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan 
oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada,2013). Theory of 
planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa persepsi kontrol 
perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap 
perilaku (Basit, 2014). 

Perilaku yang dimunculkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk 
berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, 
yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Secara berurutan, 
behavioral beliefs menghasilkan sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, 
normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan dan control beliefs 
menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Harinurdin, 2009). Kepatuhan 
menunaikan kewajiban bagi Wajib pajak Orang Pribadi merupakan perilaku individu. 
Dalam theory of planned behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 
1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat (intention). Niat 
(intention) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya 
terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 
behavioral control) (Handoyono, 2014). 

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib 
pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Adanya 
niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan 
untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, 
kesadaran wajib pajak juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar 
peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 

 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 
pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara 
sukarela (Tiraada, 2013). 

Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan 
peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan 
material (Hidayat dan Nugroho, 2010). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
Hidayat dan Nugroho (2010), instrumen ketidakpatuhan pajak dilihat melalui tiga 
kepatuhan:pertama, kepatuhan pengisian SPT (filling compliance), yaitu kepatuhan 
dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. 
Kedua, kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu kepatuhan dalam 
melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan 
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pelaporan (reporting compliance), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak 
yang terhutang. Dua kepatuhan pertama merupakan kepatuhan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan yang ketiga merupakan 
kepatuhan secara material. 

 
Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai 
metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang 
berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada 
umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 
2016).  

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan 
pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan 
nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan 
pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Adanya sosialisasi perpajakan akan 
meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan 
perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat 
membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi 
perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat 
menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan 
wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat 
(Winerungan, 2013).  

 
Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana 
untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat 
jumlah (Danarsi, 2017). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar 
tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi 
tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan 
semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak 
(Faizin, 2016). 

 
Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka disusun model atau kerangka pemikiran 
penelitian seperti gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai 
metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang 
berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada 
umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 
2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana 
untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat 
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jumlah (Danarsi, 2017). 
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan 

pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan 
nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan 
pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Semakin intensifnya sosialisasi perpajakan 
akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi 
peraturan perpajakan. 

Menurut penelitian Kurniawan (2014), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) 
bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan, 
penelitian Setyaningrum (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis 
Kurniawan (2014), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh 
sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis 
penelitian kedua sebagai berikut : 

 H1:  Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang 
pribadi 

 
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 
pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara 
sukarela (Tiraada, 2013). Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan 
paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. 
Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib 
pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis 
tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara 
akan meningkat (Winerungan, 2013). 

Hasil penelitian Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu 
(2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Setyaningrum (2017) dan Winerungan 
(2013) mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Faizin (2016), Wulandari (2015), 
Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh sosialisasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis penelitian 
keempat sebagai berikut : 

 H2:  Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 

 
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman 
seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman 
wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga 
dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Hasil 
penelitian Manuputy dan Sirait (2016), Faizin (2016), Setyaningrum (2017), Setiyani 
(2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Danarsi (2017) 
menemukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Manuputy dan Sirait (2016), Faizin 
(2016), Setyaningrum (2017), Setiyani (2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) 
mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat 
diturunkan hipotesis penelitian kelima sebagai berikut : 
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H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 

 
Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 

 Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib 
pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan 
wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran 
wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, 
sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin 
meningkat. Hasil penelitian Puspita (2018) menunjukkan bahwa Sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh baik secara langsung maupun 
melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan 
Bangunan Kota Kediri. Sedangkan, penelitian Setyaningrum (2017) dan Wulandari 
(2015) menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap 
hubungan antara Sosialisasi PBB dengan Kepatuhan WP. Berdasarkan pemikiran-
pemikiran teoritis Puspita (2018) mengenai kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis 
penelitian ketujuh sebagai berikut : 

 H4: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap  
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
 
METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang 
disebarkan ke responden yang dituju sebagai sampel penelitian. Menurut Putra (2013), 
jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang 
diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk 
jumlah populasi yang terlalu banyak akan kita ambil untuk dijadikan sampel dengan 
harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi yang ada. Perhitungan 
jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan 10% dalam 
penelitian ini adalah : 

 
Keterangan : 
n = ukuran sampel 
N = jumlah populasi 
e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e=10%) 

 
Data yang didapat dari hasil penelitian ini adalah data kuantitatif, yang 

selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan jenisnya. Dalam penelitian ini analisis data 
menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS).PLS adalah salah satu metode 
penyelesaian Structural Equation Modeling (SEM) yang dalam hal ini lebih tepat 
dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. PLS path modeling secara umum 
dibentuk dari dua bagian yaitu model outer dan inner model. Di dalam model 
persamaan struktural umumnya arah hubungan yang dihipotesiskan antara satu konstruk 
dengan satu kontruk lainnya mempunyai satu arah kausalitas atau disebut dengan model 
rekursif (Ghozali dan Latan, 2014). Peneliti menggunakan PLS-SEM dengan 
menggunakan program WarpPLS 4.0. Diagram jalur dari persamaan struktural yaitu X1 
dan X2 adalah variabel eksogen dan Y1 serta Y2 adalah variabel endogen. Berikut 
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tahapan menguji analisis SEM PLS, diantaranya: (1) menguji validitas konvergen, (2) 
menguji validitas diskriminan, (3) menguji reliabel konstruk, (4) menguji model fit, dan 
(5) menguji Hipotesis.  

Menurut Ghozali (2016), analisis jalur (Path Analysis) merupakan penggunaan 
analisis jalur untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditentukan 
sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab 
akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat 
hubungan kausalitas antar variabel. Model persamaan dalam analisis jalur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur sebagai berikut : 
a. Y1 = β1X1 + e1 (Jalur I) 
b. Y2 = β3Y1+ β 2X1+ e2 (Jalur II) 
Dimana : 
Y1  : Kesadaran Wajib Pajak 
Y2 : Kepatuhan Wajib Pajak 
X1 : Sosialisasi Perpajakan 
β : Koefisiensi Jalur 
e  : Error/residu 

 
Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas (exogeneous) terhadap variabel 

terikat (endegeneous) dapat dijelaskan berdasarkan model diagram jalur sebagai berikut 
: 

 

Gambar 2. Model Diagram Jalur 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan 
10% dalam penelitian ini adalah : 

 

  

  

  
   (dibulatkan menjadi 100 responden) 
Keterangan : 
  n = ukuran sampel 
  N = jumlah populasi 
  e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e=10%) 

 
Berdasarkan pertimbangan di atas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 100 kuesioner yang disebarkan langsung di Tempat Pelayanan Terpadu 
KPP Pratama Semarang Tengah Dua atas izin pejabat yang berwenang dalam KPP 
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tersebut. Dengan menggunakan 100 kuesioner diharapkan hasil penelitian ini akan 
menghasilkan output yang akurat dan valid. 

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai reliabilitas 
dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten (Ghozali dan Latan, 
2014). Construct validity atau factorial validity digunakan untuk mengukur konsep dari 
konstruk laten. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menguji apakah item/indicator 
yang merepresentasi konstruk laten valid ataukah tidak untuk menjelaskan konstruk 
laten untuk diukur. Construct validity terbagi menjadi dua yaitu :konvergen dan 
diskriminan (Ghozali dan Latan, 2014). 

 
Validitas Konvergen 

Validitas konvergen bertujuan untuk menguji korelasi antar item/indicator untuk 
mengukur konstruk. Dengan kata lain validitas konvergen ingin mengkonfirmasi 
pengukuran konstruk (Ghozali dan Latan, 2014). Rule of thumb yang biasanya 
digunakan untuk menilai factor loading yaitu harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian 
yang bersifat confirmatory dan nilai loading faktor antara 0.6 - 0.7 masih dapat diterima 
untuk penelitian yang bersifat exploratory (Ghozali dan Latan, 2014). Selain itu 
direkomendasikan nilai P-value harus < 0,05. 

 
Tabel 1. Validitas Konvergen 

 Y1 Y2 X1 Type (as defined) SE P value 
Y11 (0.689) -0.076 -0.376 Reflective 0.076 <0.001 
Y12 (0.775) 0.126 -0.309 Reflective 0.076 <0.001 
Y13 (0.796) -0.318 0.241 Reflective 0.076 <0.001 
Y14 (0.791) -0.207 -0.031 Reflective 0.076 <0.001 
Y15 (0.714) 0.183 0.065 Reflective 0.076 <0.001 
Y16 (0.678) 0.355 0.419 Reflective 0.076 <0.001 
Y21 0.040 (0.742) 0.091 Reflective 0.076 <0.001 
Y22 0.039 (0.867) -0.021 Reflective 0.076 <0.001 
Y23 0.048 (0.825) -0.241 Reflective 0.076 <0.001 
Y24 0.007 (0.788) 0.135 Reflective 0.076 <0.001 
Y25 -0.170 (0.818) 0.302 Reflective 0.076 <0.001 
Y26 0.048 (0.747) 0.003 Reflective 0.076 <0.001 
Y27 -0.006 (0.873) -0.236 Reflective 0.076 <0.001 
X11 -0.177 -0.097 (0.876) Reflective 0.076 <0.001 
X12 -0.112 -0.078 (0.885) Reflective 0.076 <0.001 
X13 -0.042 0.000 (0.875) Reflective 0.076 <0.001 
X14 -0.031 -0.033 (0.886) Reflective 0.076 <0.001 
X15 0.037 -0.082 (0.888) Reflective 0.076 <0.001 
X16 -0.046 -0.033 (0.932) Reflective 0.076 <0.001 
X17 0.096 -0.038 (0.929) Reflective 0.076 <0.001 
X18 -0.036 0.103 (0.921) Reflective 0.076 <0.001 
X19 0.003 0.073 (0.921) Reflective 0.076 <0.001 
X110 -0.017 0.042 (0.933) Reflective 0.076 <0.001 
X111 0.061 0.084 (0.889) Reflective 0.076 <0.001 
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 Y1 Y2 X1 Type (as defined) SE P value 
X112 -0.024 0.064 (0.906) Reflective 0.076 <0.001 
X113 0.072 0.050 (0.935) Reflective 0.076 <0.001 
X114 0.129 -0.057 (0.926) Reflective 0.076 <0.001 
X115 -0.019 0.052 (0.933) Reflective 0.076 <0.001 
X116 0.092 -0.058 (0.928) Reflective 0.076 <0.001 
 
Berdasarkan hasil output olah data pada tabel 1 menyatakan bahwa nilai factor 

loading > 0,6 untuk semua indikator yang mengukur besarnya variabel kesadaran wajib 
pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan, maka dapat disimpulkan untuk 
semua butir jawaban tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

 
Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan bertujuan untuk menguji item/indikator dari dua konstruk 
yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2014). Kriteria yang 
digunakan adalah: Akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) > korelasi antar 
konstruk laten (Ghozali dan Latan, 2014). 
 

Tabel 2. Validitas Diskriminan 
 Y1 Y2 X1 

Y1 (0.742) 0.710 0.687 
Y2 0.710 (0.810) 0.623 
X1 0.687 0.623 (0.911) 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai Akar kuadrat Average Variance 

Extracted (AVE) variabel moral kesadaran wajib pajak sebesar 0,742 > korelasi antar 
konstruk laten, nilai akar kuadrat AVE variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,810 > 
korelasi antar konstruk laten, dan nilai akar kuadrat AVE variabel sosialisasi perpajakan 
sebesar 0,911 > korelasi antar konstruk laten. Maka dapat disimpulkan untuk semua 
indikator tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 
 
Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan 
item/indicator dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan 
program WarpPLS 4.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator 
refleksif dapat dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability dan Cronbach 
Alpha. Nilai Composite Reliability > 0,7 dan Cronbach Alpha > 0,7 (Ghozali dan Latan, 
2014).  

Tabel 3. Reliabilitas 
 Y1 Y2 X1 

R-Squared 0.509 0.593  
Adj. R-Squared 0.504 0.585  

Composite reliab. 0.880 0.930 0.987 
Cronbach’s alpha 0.836 0.912 0.986 
Avg. Var. Extrac. 0.551 0.656 0.829 
Full Collin. VIF 2.512 2.170 2.036 

Q-squared 0.507 0.604  
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Berdasarkan hasil output olah data 3 di atas, diketahui bahwa Nilai Composite 

Reliability variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,880 > 0,7, kepatuhan wajib pajak 
sebesar 0,930 > 0,7, dan sosialisasi perpajakan sebesar 0,987 > 0,7. Serta Nilai 
Cronbach Alpha variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,836 > 0,7, kepatuhan wajib 
pajak sebesar 0,912 > 0,7, dan sosialisasi perpajakan sebesar 0,986 > 0,7. Maka dapat 
disimpulkan untuk semua indikator tersebut sudah reliabel dan dapat digunakan untuk 
penelitian. 
Model Fit 

Inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten 
atau konstruk berdasarkan pada substantive theory (Ghozali dan Latan, 2014). Program 
WarpPLS 4.0 mempunyai 4 (empat) ukuran fit model antara lain average path 
coefficient (APC), average R-squared (ARS), average adjusted R-squared (AARS), dan 
average full collinearity VIF (AFVIF). 

Program WarpPLS 4.0 mempunyai 4 (empat) ukuran fit model antara lain 
average path coefficient (APC), average R-squared (ARS), average adjusted R-squared 
(AARS), dan average full collinearity VIF (AFVIF) (Sholihin dan Ratmono, 2013). 
Nilai cut-off P-value untuk APC, ARS dan AARS yang direkomendasikan sebagai 
model fit adalah < 0,05 dengan level signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali 
dan Latan, 2014).  

Idealnya, nilai AFVIF yang direkomendasikan untuk kedua ukuran tersebut harus 
< 3,3 dengan asumsi kebanyakan konstruk/variabel di dalam model diukur dengan dua 
atau lebih indikator (Ghozali dan Latan, 2014). 

 

 

Gambar 3. Model Fit 
 
Berdasarkan gambar 3 di atas, nilai P-value untuk APC sebesar P<0,001 lebih 

kecil dari 0,05, ARS sebesar P<0,001 lebih kecil dari 0,05 dan AARS sebesar P<0,001 
lebih kecil dari 0,05, maka model penelitian ini fit untuk dapat mengukur kualitas 
model. Nilai AFVIF sebesar 2,239 < 3,3, maka AFVIF memenuhi kriteria ideal fit 
model. 

  
Menguji Hipotesis 

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat 
dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan 
tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat 
presisi atau batas ketidakakuratan sebesar (α) = 5% = 0,05. Besarnya pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menguji H1, H2, dan 
H3 dapat dijelaskan berdasarkan model diagram jalur sebagai berikut : 

 
 



G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto : Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi 

 32 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Model Diagram Jalur 
 

Tabel 4. Path Coefficients H1, H2, dan H3 
 Y1 Y2 X1 

Y1   0.713 
    

Y2 0.548  0.286 
X1    

 
Tabel 5. P Values H1, H2, dan H3 

 Y1 Y2 X1 
Y1   <0.001 
Y2 <0.001  <0.001 
X1    

 
Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari 

0,05, maka variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak 
orang pribadi. Berdasarkan tabel 4 di atas, analisis pengaruh sosialisasi perpajakan 
terhadap variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa variabel 
sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap variabel kesadaran wajib 
pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh β1 yang bernilai positif sebesar 0,713. 
Berdasarkan hasil tersebut H1 diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa semakin intensifnya 
sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak 
serta mematuhi peraturan perpajakan. 

Nilai p value variabel sosialisasi terhadap kepatuhan WP OP sebesar <0,001 lebih 
kecil dari 0,05, maka variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan tabel 4 kolom path coefficients, analisis pengaruh variabel 
sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa 
variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan 
wajib pajak yang ditunjukkan oleh β2 yang bernilai positif sebesar 0,286. Berdasarkan 
hasil tersebut H2 diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disimpulakan bahwa menggunakan sosialisasi ini 

a 
H1 (+) 

 

c 
H2 (+) 

b 
H3 (+) 

H4 (+) 
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masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi 
jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh 
untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib 
pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah 
juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013). 

Nilai signifikansi variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 
<0,001 lebih kecil dari 0,05, maka variabel kesadaran WP OP berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4 tersebut, hasil analisis pengaruh variabel 
kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa 
variabel kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan 
wajib pajak yang ditunjukkan oleh β3 yang bernilai positif sebesar 0,548. Berdasarkan 
hasil tersebut H3 diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa tingkat kesadaran perpajakan 
menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan 
peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran 
pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016). 

 
Tabel 6.  Efek Mediasi (Indirect and Total Effects) 

P values of indirect effects for paths with 2 segments    
------------------------------    

 Y1 Y2 X1 
Y1    
Y2     <0.001 

 

X1    
Kolom P values of indirect effects for paths with 2 segments pada tabel 6 di atas 

menunjukkan nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari 
0,05, maka kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya variance indirect effect 
penulis dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus Variance Accounted For 
(VAF). Menurut Ghozali dan Latan (2014), VAF dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus dibawah ini : 
a = β1 = 0,713 
b = β3 = 0,548 
c = β2 = 0,286 

 
 

 
 

 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, menujukkan variance indirect effect kesadaran 
wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
sebesar 57,74%. Hasil analisis yang dilakukan memberikan dukungan terhadap 
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hipotesis keempat yang diajukan yaitu kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H4 diterima). 
Disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi 
kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi 
juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi 
tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat 
sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan 
perpajakan akan semakin meningkat. 

 
Pembahasan 

Hasil uji hipotesis pertama, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi (H1 diterima). 
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan 
pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan 
nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan 
pembangunan nasional (Kurniawan, 2014). Semakin intensifnya sosialisasi perpajakan 
akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi 
peraturan perpajakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua menemukan bahwa sosialisasi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti Kurniawan (2014) dengan sampel 100 WP OP 
yang telah disensus pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi, Wulandari 
(2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 
dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, serta Puspita 
(2016) dengan sampel 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah 
pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015. 

Hasil uji hipotesis kedua, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H2 diterima). Menggunakan 
sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar 
pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat 
berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan 
dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin 
bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013). Semakin 
meningkatnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah maka akan 
meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar tepat waktu 
dan melaporkan dengan benar. 

Hasil penelitian Faizin (2016) dengan sampel 102 KK di RT 4 Desa Mojoranu 
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib 
pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di 
KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Sudrajat dan Ompusunggu (2015) dengan 400 
sampel Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan, 
serta Puspita (2016) dengan 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah 
pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015 sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis dengan sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang 
Tengah Dua, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 

Hasil uji hipotesis ketiga, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H3 diterima). Tingkat kesadaran 
perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, 
fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka 
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kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Semakin tinggi 
tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan 
semakin patuh untuk menjalankan laporan pajak dengan benar, tepat waktu dan jujur. 

Hasil penelitian Manuputy dan Sirait (2016) dengan sampel 100 responden di 
KPP Pratama Jakarta Penjaringan di daerah Jakarta Barat, Faizin (2016) dengan sampel 
102 KK di RT 4 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 
Setyaningrum (2017) dengan sampel 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Badan 
Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Setiyani (2018) dengan sampel 150 wajib pajak 
orang pribadi yang ada di kota Semarang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kota Semarang, 
Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan 
pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 
serta Puspita (2016) dengan sampel 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di 
bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015, sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wahib pajak di KPP Pratama Semarang 
Tengah Dua yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 

Hasil uji hipotesis keempat kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H4 diterima). Semakin tinggi 
sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin 
tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak 
(Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak 
orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa 
kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Hasil 
penelitian Puspita (2018) pada Dispenda Kota Kediri tahun 2015 sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Semarang Tengah Dua yang 
menunjukkan bahwa Sosialisasi berpengaruh baik secara langsung maupun melalui 
variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota 
Kediri. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bagian BAB IV, 
maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: Nilai signifikansi 
variabel sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05 dan β1 yang bernilai 
positif sebesar 0,713. Berdasarkan hasil tersebut H1 diterima yaitu sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Nilai p value variabel 
sosialisasi terhadap kepatuhan WP OP sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05 dan β2 yang 
bernilai positif sebesar 0,286. Berdasarkan hasil tersebut H2 diterima yaitu sosialisasi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai 
signifikansi variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar <0,001 lebih 
kecil dari 0,05 dan β3 yang bernilai positif sebesar 0,548. Berdasarkan hasil tersebut H3 
diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil 
dari 0,05 dan variance indirect effect kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 57,74%. Hasil analisis 
yang dilakukan memberikan dukungan terhadap hipotesis keempat yang diajukan yaitu 
kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi (H4 diterima). Variabel sosialisasi perpajakan dapat 
mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar 50,4% dan sisanya 49,6% dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini. Menurut penelitian 
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terdahulu, variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak 
adalah motivasi wajib pajak, kualitas pelayanan, serta persepsi wajib pajak. Variabel 
sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak sebesar 58,5% dan sisanya 41,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 
dijelaskan dalam model jalur ini. Variabel lain yang dimungkinkan dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak, pembelajaran 
peraturan perpajakan, tarif pajak, motivasi wajib pajak, pemanfaatan teknologi 
informasi, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak 
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PENDAHULUAN 
Setiap perusahaan akan selalu berusaha mencapai keadaan yang lebih baik dalam 

menjalankan bisnis mereka. Kondisi yang lebih baik dapat dicapai apabila perusahaan 
mampu menghasilkan keuntungan dimana pada akhirnya perusahaan dapat melakukan 
aktivitas usaha sesuai visi, misi dan tujuan yang dimiliki perusahaan.Tujuan utama dari 
perusahaan sudah go public atau yang sudah terdaftar di BEI, yaitu untuk menghasilkan laba 
guna meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan 
nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya nilai perusahaan, maka perusahaan tersebut akan 
dipandang semakin bernilai oleh para calon investor (Gultom, 2013). 

Nilai perusahaan yang meningkat akan mempengaruhi nilai pemegang saham apabila 
peningkatan ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang 
saham. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya 
adalah dengan harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan 
mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki.Nilai 
perusahaan sendiri dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, antara lain kinerja keuangan yang 
diukur melalui rasio likuiditas dan profitabilitas. Selain itu, struktur modal perusahaan dan 
ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai 
suatu perusahaan. 

Perusahaan dengan struktur modal yang tidak baik dan hutang yang sangat besar akan 
memberikan beban berat kepada perusahaan sehingga perlu diusahakan suatu keseimbangan 
yang optimal dalam menggunakan kedua sumber tersebut sehingga dapat memaksimalkan 
nilai perusahaan. Semakin tingginya modal suatu perusahaan yang berasal dari modal sendiri, 
baik investor maupun pemilik mengindikasikan rendahnya hutang yang dimiliki, sehingga 
cenderung akan memberikan insentif yang lebih besar kepada pemiliknya, yang akhirnya 
dapat mendorong tingginya pembayaran hasil investasi, di mana pada ujungnya akan 
meningkatkan nilai perusahaan dari naiknya harga saham (Gultom, 2013).  

Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas target 
struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan menurunkan nilai 
perusahaan. Penentuan target struktur modal optimal adalah salah satu dari tugas utama 
manajemen perusahaan. Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (debt 
financing) perusahaan.Dengan demikian, hutang adalah unsur dari struktur modal 
perusahaan.Struktur modal merupakan kunci perbaikan produktivitas dan kinerja 
perusahaan.Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (financial policy) 
perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan 
untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (value of the firm). 

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam 
menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset 
yang dimiliki suatu perusahan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 
perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar (Rahayu, 2018). 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola 
perusahaan. Ukuran profitabilitas perusahaan dapat berbagai macam seperti : laba operasi, 
laba bersih, tingkat pengembalian invetasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 
Robert (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukan 
keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.ROA digunakan untuk mengukur 
efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 
dimilikinya.Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada 
(Robert, 1997). 

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan 
kesempatan bertumbuh perusahaan cenderung tinggi.Semakin likuid perusahaan, maka 
semakin tinggi tingkat kepercayaan kreditur dalam memberikan dananya, sehingga dapat 
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meningkatkan nilai perusahaan di mata kreditur maupun pada calon investor.Ukuran 
perusahaan dinilai mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran 
perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik 
yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan cenderung memiliki sumber 
dana yang lebih banyak guna menunjang kegiatan operasionalnya. Sehingga perusahaan 
dapat lebih banyak mendapatkan peluang memperoleh laba yang lebih tinggi. Dengan 
semakin tingginya perolehan laba akan meningkatkan harga saham perusahaan yang pada 
ujungnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Nilai Perusahaan 

Nilai Perusahaan Husnan (2000) menyatakan nilai perusahaan merupakan nilai pasar 
atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai peusahaan yang tinggi 
menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 
kemakmuran pemegang saham juga tinggi.Kekayaan pemegang saham dan perusahaan 
dipresentasikan oleh harga pasar dari dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan 
investasi pendanaan dan manajemen asset Susanti (2010) dalam Mahendra (2011). Nilai 
perusahaan (tobins q) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 
          

                                         

          
  

 
Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban atau utang yang segera harus dibayar denganharta lancarnya. Likuiditas diukur 
dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki 
likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas 
perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan 
dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). 

Current ratio merupakan salah satu ukuran dari likuiditas yang merupakan 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah 
kas, setara kas, seperti giro atau simpanan lain di bank yang dapat ditarik setiap saat yang 
dimiliki perusahaan. Semakin tinggi current ratio menunjukkan kemampuan kas perusahaan 
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, 
semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar deviden, membiayai operasi 
dan investasinya. 
Rumus : 

  

    
             

             
 

 
Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 
(profit) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Husnan, 2001).Profitabilitas 
ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan 
keuntungan bagi perusahaan.Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat 
perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus 
berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), 
maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Munawir (2010) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utang
https://id.wikipedia.org/wiki/Harta
https://id.wikipedia.org/wiki/Aktiva
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_lancar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasio_kas&action=edit&redlink=1
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mengemukakan bahwa “Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.Profitabilitas suatu perusahaan 
diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 
produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 
memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva 
atau jumlah modal perusahaan tersebut”. Rumus yang dapat digunakan adalah: 

 

     
    

           
 

 
Struktur Modal 

Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (debt financing) 
perusahaan, yaitu rasio leverage perusahaan.Dengan demikian, hutang adalah unsur dari 
struktur modal perusahaan.Struktur modal merupakan kunci perbaikan produktivitas dan 
kinerja perusahaan.Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (financial 
policy) perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) 
bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (value of the firm).Debt to Equity Ratio 
(DER) dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan 
sehingga dapat diketahui tingkat risiko tak terbayarkan suatu hutang.Debt to Equity Ratio 
(DER) juga menunjukkan tingkat hutang perusahaan, perusahaan dengan hutang yang besar 
mempunyai biaya hutang yang besar pula.Hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan yang 
dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor. 

Menurut Brigham dan Houston (2006) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan 
perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri (ekuitas). Makin tinggi Debt to 
Equity Ratio maka akan menunjukkan semakin besarnya modal pinjaman yang digunakan 
untuk pembiayaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi Debt to Equity Ratio, maka semakin 
berisiko bagi perusahaan (kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar semua 
hutangnya). Rumus untuk mencari debt to equity ratio sebagai berikut:  

 

     
            

             
 

 
Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang 
dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset 
yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada 
diperusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 
mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Suharli, 2006). Ukuran 
perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total 
aktiva dan jumlah penjualan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 
adalah besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, 
total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya. Ukuran perusahaan dapat 
diukur dengan Total Asset. 

 
Hipotesis  

Merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan dua variabel atau lebih yang 
memiliki keterikatan secara konsep atau teoritis yang baru dilakukan pengujian secara 
empiris (Indriantoro dan Supomo, 2014). 
Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah : 
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H1: Current Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
H2: Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
H3: Size berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
H4: Return On Asset berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan  manufaktur yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2015-2017.Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling, yaitu perusahaan yang memiliki syarat-syarat tertentu yaitu menerbitkan laporan 
keuangan selama tiga tahun berturut-turut dan listed di BEI selama periode 2015-2017.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
statistik. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Ukuran 
perusahaan dan Return On Asset terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linear berganda dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik 
yaitu uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi serta lolos uji Normalitas 
Data. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik.Untuk 
mengintepretasikan hasil statistik deskriptif dari struktur modal, likuiditas, ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan nilai perusahaan dapat dilihat dari Tabel berikut : 

 
Tabel 1. Deskriptif Data 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std Deviasi 
Tobins Q 69 0,34 12,9624201 2,33 2,736 
CR 69 1,11 532,5 140,03 156,943 
DER 69 -1,7 288,85 37,54 52,398 
SIZE 69 42508 2.E8 1.80E7 3.922E7 
ROA 69 -3,16 30 8,19 8,301 

 
Dari output dapat dilihat bahwa sebagian besar variabel memiliki nilai standar deviasi yang 
lebih tinggi daripada rata-rata kecuali pada variabel ROA, namun demikian pada uji 
normalitas dapat dilihat bahwa residual data telah terdistribusi normal (Tabel 2). 
 

Tabel 2. Normalitas Data 

  
Unstandardized 
Residual 

Kolmogorov-Smirnov 
Z 1.132 

Asymp. Sig. (2-tailed) .154 
 
Dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,154 diatas 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal. 
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Asumsi Klasik 
Multikolinearitas 

Tabel 3. Uji Multikolinearitas 
  Tolerance VIF Keterangan 
CR .927 1.079 Tidak ada multikolinearitas 
DER .878 1.138 Tidak ada multikolinearitas 
LN_TA .974 1.026 Tidak ada multikolinearitas 
ROA .893 1.120 Tidak ada multikolinearitas 

 
Dari output dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance 
diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari 
multikolinearitas. 
 
Autokorelasi 
Dari output didapat nilai Durbin Watson sebesar 2,277 berada di daerah ragu-ragu, karena 
nilai du sebesar 1,735. Sehingga digunakan uji Run untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. 
 

Tabel 4. Uji Run 

  
Unstandardized 
Residual 

Z 1,821 
Asymp. Sig (2 
Tailed)  0,069 

 
Dari output dapat dilihat bahwa nilai signnifikan sebesar 0,069 yang berarti bahwa model 
bebas dari autokorelasi. 
 
Heteroskedastisitas 

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas 
Variabel t Sig Keterangan 
Lcr 1.062 .293 Bebas Heteroskedastisitas 
LDER -1.033 .306 Bebas Heteroskedastisitas 
LSIZE 1.825 .073 Bebas Heteroskedastisitas 
LROA 1.479 .145 Bebas Heteroskedastisitas 

 
Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Park, dari output dapat dilihat bahwa nilai 
signifikansi seluruh variabel independen bernilai diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas. 
 
ANOVA 

Tabel 6. ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 279.861 4 69.965 19.541 .000a 
Residual 229.151 64 3.580     
Total 509.012 68       
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Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa model memiliki nilai F hitung sebesar 19,541 dan 
signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
secara simultan atau bersama-sama variabel CR, DER, Size dan ROA berpengaruh 
signinfikan terhadap Nilai Perusahaan. 
 
Koefisien Determinasi 
Tabel 7. Koefisien Determinasi 

Model R R 
Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .741a .550 .522 1.892.218 
 
Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat nilai Adjusted R square sebesar 0,522 yang berarti bahwa 
sebesar 52,2% variasi variabel nilai perusahaan mampu dijelaskan variasi variabel 
independen yaitu CR, DER, Size dan ROA sedangkan sisanya sebesar 47,8% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
 
Analisis Regresi 
Setelah lolos dari uji asumsi klasik maka dari output didapat persamaan sebagai berikut : 

 
Tabel 8. Hasil Regresi dan Uji Hipotesis 

Variabel B Std Error t Sign 
(Constant) .573 .449 1.277 .206 
CR -.002 .002 -1.616 .111 
DER .001 .005 .141 .889 
Size 3,35E-06 .000 .566 .574 
ROA .247 .029 8.426 .000 

 
Persamaan : 
Nilai Perusahaan = 0,573 - 0,002 CR + 0,001 DER + 3,35E-06 Size + 0.247 ROA 
1. Konstanta 0,573 dapat diartikan bahwa apabila CR, DER, Size dan ROA tetap atau tidak 

ada perubahan maka nilai perusahaan bernilai positif 0,573. 
2. Koefisien CR -0,002 dapat diartikan bila CR naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya 

tetap maka Nilai perusahaan akan turun sebesar 0,002. 
3. Koefisien DER sebesar 0,001 dapat diartikan bila DER naik 1 satuan sedangkan variabel 

lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,001. 
4. Koefisien Size sebesar 3,35E-06 dapat diartikan bila Size naik 1 satuan sedangkan 

variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 3,35E-06. 
5. Koefisien ROA sebesar 0,247 dapat diartikan bila ROA naik 1 satuan sedangkan variabel 

lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,247 

Uji Hipotesis 
1. Hipotesis 1 Current Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Dari tabel8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar -0,002 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,111. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa Hipotesis 1 ditolak. Pada dasarnya likuiditas merupakan kemampuan perusahaan 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang mana tentu saja dapat meningkatkan nilai 
perusahaan karena nilai hutang yang sedikit namun nilai likuiditas yang tinggi juga 
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menunjukkan banyak dana perusahaan yang menganggur yang pada akhirnya mengurangi 
kemampuan laba perusahaan. 
2. Hipotesis 2 Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 0,001 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,889. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa Hipotesis 2 ditolak. Pada dasarnya struktur modal yang meningkat cenderung akan 
meningkatkan nilai perusahaan karena menunjukkan tingkat modal perusahaan yang tinggi 
dalam meningkatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan struktur modal perusahaan merupakan 
pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal 
pemegang saham. Sehingga, struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari 
struktur keuangannya 
3. Hipotesis 3 Size berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 3,35E-06dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,574. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa Hipotesis 3 ditolak. Pada dasarnya ukuran perusahaan menunjukkan total aset 
perusahaan, jika nilai ukuran perusahaan tinggi maka semakin besar aktiva yang bisa 
dijadikan jaminan perusahaan untuk memperoleh hutang maka ada modal perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja dan laba perusahaan yang otomatis meningkatkan nilai perusahaan. 
4. Hipotesis 4 Profitabilitas  berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 0,247 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa Hipotesis 3 diterima. Pada dasarnya profitabilitas menunjukkan kemampuan 
perusahaan memperoleh laba bersih dari penjualan bersih nya dan juga dapat mengukur 
kemampuan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan 
meminimalkan beban perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan.Dan hal ini lah yang 
dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga investor juga lebih tertarik untuk menanam 
saham pada perusahaan tersebut. 

 
SIMPULAN 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 
1. Secara simultan keempat variabel independen yaitu CR, DER, Size dan ROA 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
2. Secara Parsial variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan, 

sedangkan CR, DER dan Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
3. Regresi memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,522 atau sebesar 52,2% variasi 

variabel nilai perusahaan mampu djelaskan variasi variabel CE, DER, Size dan ROA 
sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak 
terhadap kinerja perusahaan. Tema penelitian yang membahas pajak merupakan beban bagi 
perusahaan telah menjadi subjek penelitian yang luas. Dengan demikian, perencanaan pajak 
untuk mengurangi beban tersebut melalui penghindaran pajak diharapkan memiliki dampak 
signifikan pada perusahaan. Sementara konsekuensi pajak merupakan faktor pendorong 
dalam banyak keputusan perusahaan, tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk 
meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dianggap sebagai fitur aktivitas perusahaan yang 
semakin penting. Penghindaran pajak dapat dimotivasi oleh sejumlah faktor namun 
konsekuensi dari tindakan tersebut dapat menjadi positif atau negatif (Desai & Dharmapala, 
2009). Oleh karena itu, penting untuk memeriksa bagaimana kinerja keuangan perusahaan 
dipengaruhi oleh tingkat penghindaran pajak. 

Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) dan Hanlon dan Heitzman (2010), 
penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat secara eksplisit 
mengurangi beban pajak perusahaan, tercermin dalam tarif pajak efektifnya, dan mencakup 
pengurangan pajak yang sepenuhnya legal dan yang menempati daerah abu-abu (Dyreng, et 
al., 2008).Meskipun ada penghematan pajak yang signifikan yang dihasilkan oleh kegiatan 
penghindaran pajak (Robinson, dan Schmidt, 2012), terdapat hasil yang variasi mengenai 
implikasi penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan (Koester, 2011), 
terutama karena dampak ini bervariasi dalam penelitian cross-section. Misalnya, kenaikan 
kinerja perusahaan mungkin diimbangi dengan meningkatnya peluang rent extraction terkait 
dengan penghindaran pajak. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir-akhir ini menunjukkan banyak minat pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena kompleksnya operasi mereka 
dan kecenderungan mereka untuk menghasilkan mekanisme penghindaran pajak yang 
kompleks. Beberapa perusahaan multinasional besar telah mempertahankan tingkat 
profitabilitas yang tinggi selama bertahun-tahun karena skema penghindaran pajak yang 
efisien (PwC, 2013). Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya memahami strategi 
penghindaran pajak tapi juga menghubungkan penghindaran pajak dengan kinerja keuangan 
perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan yang terdaftar di BEI dapat memperoleh manfaat dari 
strategi penghindaran pajak yang lebih baik. Manfaat ini dapat diterjemahkan ke kinerja 
keuangan mereka dalam hal peningkatan profitabilitas atau nilai perusahaan (Desai & 
Dharmapala, 2009a). Setiap perusahaan selalu berusaha mengelola pajak dengan melakukan 
perencanaan pajak yang lebih baik dan oleh karena itu penghematan pajak tersebut harus 
diterjemahkan ke dalam kinerja keuangan yang lebih baik. Konsep ini penting bagi 
perusahaan yang terdaftar di BEI yang mungkin berusaha memperbaiki savings. 

Pada berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, hasilnya masih bervariasi. Misalnya, Desai & 
Dharmapala (2009a) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak mempengaruhi nilai 
perusahaan secara signifikan. Wang (2012) menemukan bahwa penghindaran pajak 
meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, studi oleh Katz et al., (2013) menemukan 
hubungan negatif antara penghindaran pajak dan profitabilitas masa depan. Selanjutnya tidak 
ada penelitian yang secara khusus berfokus pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI. 

Tidak seperti perusahaan di A.S dan Inggris yang sahamnya tersebar, satu atau beberapa 
anggota keluarga memiliki saham merupakan tipe perusahaan di Asia. Perusahaan ini sering 
berafiliasi dengan kelompok usaha yang juga dikontrol oleh keluarga yang sama, dengan 
kelompok yang terdiri dari beberapa perusahaan publik dan swasta. Keluarga mencapai 
kontrol yang efektif dari perusahaan-perusahaan di dalam kelompok dengan menggunakan 
piramida saham dan kepemilikan silang, yang bisa sangat rumit dalam struktur (Claessens, 
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Djankov, & Lang, 2000). Claessens dkk. (2000) menunjukkan bahwa sebagian besar 
perusahaan publik di Hongkong, Korea, Philipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, Singapura, 
dan Indonesia memiliki kepemilikan terkonsentrasi, pemilik utama perusahaan tersebut 
adalah keluarga. 

Struktur kepemilikan terkonsentrasi keluarga memiliki karakteristik unik dan berbeda 
dengan mengacu pada biaya dan manfaat penghindaran pajak dan ini memerlukan penelitian 
lebih lanjut. Dalam hal penghindaran perpajakan, perusahaan dengan kepemilikan 
terkonsentrasi keluarga memiliki potensi keuntungan dan biaya yang lebih besar daripada 
perusahaan kepemilikan non keluarga (Chen et al., 2010). Hal ini karena pemegang saham 
keluarga memiliki proporsi saham yang lebih besar (pemegang saham mayoritas) dan masa 
investasi yang lebih panjang, maka keuntungan yang berasal dari penghematan pajak akan 
lebih besar pula.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penghindaran 
pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Keagenan 

Penghindaran pajak menggabungkan lebih banyak dimensi ketegangan agen antara 
manajer dan investor. Menurut perspektif agensi, masalah yang perlu dipecahkan oleh 
investor hanyalah ketidakpedulian manajerial. Penghindaran juga mempertimbangkan bentuk 
lain dari masalah agensi: oportunisme manajerial atau pengalihan sumber daya (Desai dan 
Dharmapala, 2009b). Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa transaksi 
penghindaran pajak yang kompleks dapat memberikan pengelolaan alat, masker, dan 
justifikasi untuk perilaku manajerial oportunistik, seperti manipulasi laba, transaksi pihak 
terkait, dan aktivitas pengalihan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, penghindaran pajak 
dan pengalihan manajerial bisa saling melengkapi. 

 Dengan menggunakan analisis kasus, Desai (2005) memberikan bukti tentang 
bagaimana perilaku oportunistik manajerial dapat difasilitasi oleh penghindaran pajak. 
Pandangan agensi tentang penghindaran pajak ini menarik perhatian yang meningkat dalam 
literatur (Hanlon dan Heitzman, 2009). Misalnya, Desai dan Dharmapala (2006) 
menunjukkan bahwa insentif ekuitas yang diperkuat benar-benar mengurangi penghindaran 
pajak bagi perusahaan dengan tata kelola yang lemah, sesuai dengan pandangan bahwa 
penghindaran pajak memfasilitasi pengalihan manajerial. Chen et al., (2010) menemukan 
bahwa perusahaan keluarga kurang agresif terhadap pajak daripada perusahaan non-keluarga. 
Hal ini dapatdisimpulkan bahwa pemilik keluarga tampaknya mengabaikan manfaat pajak 
untuk menghindari biaya non-pajak dari potensi penurunan harga saham yang timbul dari 
kekhawatiran pemegang saham minoritas tentang tindakan rent extraction keluarga yang 
ditutupi oleh kegiatan penghindaran pajak. 

 
Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja terdiri dari keluaran aktual atau hasil dari sebuah organisasi yang diukur terhadap 
keluaran atau sasaran dan tujuan yang diinginkan. Menurut Richard et al., (2009) kinerja 
mencakup tiga bidang spesifik dari hasil perusahaan yaitu kinerja keuangan, kinerja pasar 
produk dan return saham. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan yang mengacu pada 
kinerja berdasarkan indikator keuangan. Pengukuran ini meliputi keuntungan, pengembalian 
aset, dan imbal hasil ekuitas, dan lainnya. 

 Dalam literatur penghindaran pajak, kinerja keuangan telah diukur dengan berbagai 
cara. Misalnya, Wang (2012) mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 
nilai perusahaan yang secara khusus diukur sebagai nilai pasar aset dibagi dengan nilai buku 
dari total aset. Desai & Dharmapala (2009b) juga mengukur kinerja keuangan sebagai nilai 
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perusahaan menggunakan Tobin's Q. Katz, Khan dan Schmidt (2013) mengukur kinerja 
keuangan dengan menggunakan profitabilitas. Lebih khusus lagi, mereka mengukur 
profitabilitas sebagai pengembalian pajak atas equity dan laba atas aset operasi bersih. 
Penelitian lain menggunakan ukuran seperti biaya ekuitas (Goh, Lee, Lim & Shevlin, 2013) 
dan biaya pinjaman bank (Hasan, Hoi, Wu & Zhang, 2014). 
 
Penghindaran Pajak 

Menurut Hanlon dan Heitzman (2009), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai 
pengurangan pajak eksplisit per dolar dari laba akuntansi pra-pajak. Namun, tidak ada 
definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal dalam literatur akuntansi. 
Berdasarkan definisi yang luas ini, penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi 
perencanaan pajak, yang mencakup kegiatan yang legal secara sempurna (misalnya, investasi 
obligasi, tunjangan modal, penggunaan pembiayaan hutang) dan transaksi agresif yang 
masuk ke wilayah abu-abu (misalnya, tax shelter, harga transfer, treaty shopping). 

Penghindaran pajak dapat berarti perilaku maksimalisasi nilai manajerial atau potensi 
konflik agensi yang lebih besar antara manajer dan pemegang saham (Wang, 2012). Selama 
dua dekade terakhir, beberapa penelitian memberi wawasan yang menarik mengapa beberapa 
perusahaan menghindari pajak lebih banyak daripada penghindaran yang lain. Studi awal 
berfokus pada karakteristik perusahaan sebagai proksi peluang, insentif dan sumber daya 
untuk perencanaan pajak untuk menjelaskan mengapa beberapa perusahaan menghindari 
pajak lebih banyak daripada yang lain (Rego, 2003). Penelitian terbaru memperluas bidang 
penelitian ini dengan memeriksa bagaimana konflik keagenan dapat mempengaruhi perilaku 
penghindaran pajak perusahaan. 

Menurut berbagai ilmuwan, dua metode telah digunakan untuk mengukur penghindaran 
pajak. Metode pertama adalah Book Tax Difference (BTD) yang didefinisikan sebagai 
perbedaan antara laba keuangan dan penghasilan kena pajak (Desai dan Dharmapala, 2009a). 
Metode kedua adalah Effective Tax Rate (ETR) yang didefinisikan sebagai rasio beban pajak 
penghasilan kini dan laba sebelum pajak (Bradshaw, et al., 2013). BTD mengukur 
penghindaran pajak dan manajemen laba sedangkan metode ETR hanya mengukur 
penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada ETD sebagai proxy 
penghindaran pajak. 
 
Ukuran Perusahaan 

Sifat hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja keuangan telah mendapat perhatian 
yang cukup besar dalam literatur dan telah memicu perdebatan. Beberapa argumen 
mendukung ukuran perusahaan yang lebih besar dalam mencapai kinerja yang lebih tinggi. 
Perusahaan besar lebih mungkin mengeksploitasi skala ekonomi dan menikmati kekuatan 
negosiasi yang lebih tinggi atas klien dan pemasok mereka (Serrasqueiro dan Nunes, 2008). 
Selain itu, mereka menghadapi lebih sedikit kesulitan dalam mendapatkan akses kredit untuk 
investasi, memiliki sumber daya manusia manusia yang lebih luas, dan dapat mencapai 
diversifikasi strategis yang lebih besar (Yang dan Chen, 2009). Di sisi lain, perusahaan kecil 
menunjukkan karakteristik tertentu yang dapat mengimbangi rintangan yang dikaitkan 
dengan kekurangan mereka. Mereka memikul lebih sedikit dari masalah agensi dan dicirikan 
oleh struktur non-hirarkis yang lebih fleksibel, yang mungkin merupakan bentuk organisasi 
yang tepat dalam mengubah lingkungan bisnis (Yang dan Chen 2009). 

Bukti empiris yang ada belum jelas, memberikan dukungan baik terhadap dampak positif 
dan negatif ukuran perusahaan terhadap kinerja. Yang dan Chen (2009) membandingkan 
efisiensi teknis UKM dengan perusahaan besar dan tidak meyakinkan tentang hubungan 
ketika memilih metode estimasi yang berbeda. Dalam sebuah penelitian tentang perusahaan 
Portugis, Serrasqueiro dan Nunes (2008) menemukan bahwa ukuran berhubungan positif 
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dengan kinerja tetapi hanya untuk sampel UKM dan bukan untuk perusahaan besar. Temuan 
serupa oleh Diaz dan Sanchez (2008) dalam konteks Spanyol menyarankan bahwa UKM 
lebih efisien daripada perusahaan besar yang memberikan dukungan untuk studi sebelumnya 
yang mengidentifikasi hubungan terbalik antara ukuran dan kinerja. Studi-studi ini 
menyiratkan hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja yang mungkin belum tentu 
linier, seperti yang digambarkan dalam Barrett et al., (2010), Yoon (2004), dan Risseeuw 
(1997), yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan di luar tingkat optimal dapat 
memburuk kinerja. 

Hubungan positif antara ukuran perusahaan dan profitabilitas ditemukan oleh 
Vijayakumar dan Tamizhselvan (2010). Dalam studi mereka, yang didasarkan pada 
spesifikasi semi-logaritmik sederhana dari model, penulis menggunakan ukuran ukuran yang 
berbeda (penjualan dan total aset) dan profitabilitas (margin laba dan laba atas total aset) 
sambil menerapkan model pada sampel 15 perusahaan yang beroperasi di India Selatan. 
Papadogonas (2007) melakukan analisis pada sampel dari 3035 perusahaan manufaktur 
Yunani untuk periode 1995-1999. Setelah membagi perusahaan menjadi empat kelas ukuran 
ia menerapkan analisis regresi yang mengungkapkan bahwa untuk semua kelas ukuran, 
profitabilitas perusahaan dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Menggunakan 
sampel 1020 perusahaan India, Majumdar (1997) menyelidiki dampak bahwa ukuran 
perusahaan memiliki profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sementara mengendalikan 
variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, ia menemukan bukti bahwa 
perusahaan yang lebih besar kurang produktif tetapi lebih menguntungkan. 
 
Struktur Modal 

Studi tentang hubungan antara utang dan kinerja, Jensen (1986) menganggap bahwa 
utang harus mengharuskan eksekutif untuk mempertahankan hanya proyek yang 
menguntungkan untuk menghindari kebangkrutan perusahaan. Benar bahwa pembiayaan 
utang akan mendorong para pemimpin untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam posisi 
yang diduduki. Namun, sebagian besar penelitian yang telah meneliti hubungan utang, 
struktur kepemilikan, dan kinerja, didasarkan pada data AS dan Prancis (McGahan dan 
Porter, 1997). 

Selain itu, sehubungan dengan ini, Driffield et al., (2007) mengeksplorasi kemungkinan 
interaksi antara utang dan kinerja perusahaan menggunakan sistem persamaan simultan. 
Mereka mengusulkan dua hipotesis alternatif untuk hubungan terbalik ini. Hipotesis pertama 
berfokus pada perusahaan yang paling sukses. Dalam kasus terakhir, perusahaan yang paling 
sukses mengurangi tingkat utang mereka untuk melindungi kekayaan pemegang saham dalam 
risiko kebangkrutan (Saliha,et al., 2011). Dalam konteks yang sama, Abdennadher (2006) 
menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan utang terhadap kinerja dalam konteks Tunisia 
untuk studi dua puluh perusahaan yang terdaftar selama periode 1996-2000. 

 
Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kegiatan penghindaran pajak secara tradisional dipandang sebagai perangkat 
penghematan atau perencanaan pajak yang mengalihkan sumber daya dari negara kepada 
pemegang saham dan karenanya harus meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak. Namun, 
sebuah literatur yang muncul dalam ekonomi keuangan menekankan pentingnya implikasi 
biaya dari penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa penghindaran pajak mungkin tidak 
selalu meningkatkan kekayaan pemegang saham luar. Dari teori keagenan, penghindaran 
pajak tidak meningkatkan kinerja suatu organisasi karena kegiatan penghindaran pajak dapat 
mempermudahmanagerial rent extraction dalam berbagai bentuk. Karena biaya gabungan, 
yang mencakup biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perencanaan pajak, tambahan 
biaya kepatuhan, dan biaya non-pajak (misalnya, biaya agensi pada khususnya), mungkin 
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lebih besar daripada manfaat pajak kepada pemegang saham, kegiatan penghindaran pajak 
berpotensi mengurangi nilai perusahaan. 

Konsisten dengan teori agensi, Desai dan Dharmapala (2006) menemukan hubungan 
negatif antara tingkat kompensasi insentif dan tingkat tax sheltering. Asosiasi negatif ini 
terutama didorong oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah. High 
power incentives, seperti kompensasi berbasis opsi, kepentingan manajerial yang selaras 
dengan pemegang saham seharusnya mendorong manajer untuk melakukan penghindaran 
pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mencegah managerial rent extraction. 
Hubungan negatif antara high-powered incentive dan penghindaran pajak menunjukkan 
bahwa bagi perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah mengingat sampel yang 
digunakan adalah perusahaan keluarga, kecenderungan ke arah penghindaran perpajakan 
lebih banyak diimbangi oleh fakta bahwa pengurangan pengalihan dikaitkan dengan 
pengurangan tax sheltering. 
H1 : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 
 

  
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dalam memperoleh sampel penelitian ke dalam kategori perusahaan dengan 
kepemilikan terkonsentrasi keluarga. Kategori perusahaan keluarga didefinisikan berdasarkan 
definisi yang digunakan oleh Giovannini (2010) mengacu pada komponen skala F-PEC 
(dimensi Power) oleh Astrachan et al. (2002).  

Skala yang mendasari dimensi power telah dikelompokkan, untuk membedakan sampel 
menjadi empat subkelompok. Skala interval F-PEC dari 0 sampai 0,5 menunjukkan bisnis 
non keluarga; dari 0,5 ke 1 dapat didefinisikan sebagai bisnis keluarga yang lemah, dari 1 
sampai 1,5 bisnis keluarga normal, dan untuk nilai di atas 1,5 sebagai bisnis keluarga yang 
kuat (Giovannini, 2010). Sebuah perusahaan termasuk dalam kelompok sampel penelitian ini 
jika nilai F-PEC ≥ 0,5, dengan rumus berikut (Astrachan et al., 2002): 

 
        

      

      
 
       

       
 
       

       
 

 
Keterangan: 
Eqfam : Kepemilikan keluarga 
EQtot : Total Kepemilikan 
BoDfam : Jumlah anggota keluarga yang menjadi Dewan Direksi 
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BoDtot : Jumlah Dewan Direksi 
BoCfam          : Jumlah anggota keluarga yang menjadi Dewan Komisaris 
BoCtot : Jumlah Dewan Komisaris 

 
Data kepemilikan perusahaan dikumpulkan secara manual dari pernyataan proksi, di 

mana perusahaan harus mengidentifikasi semua pemegang saham yang memiliki hak 
kepemilikan atau kontrol atau arahan atas saham yang membawa hak suara (Landry et al., 
2013). Mengikuti penelitian sebelumnya (Anderson & Reeb, 2003; Claessens et al., 2000), 
perusahaan keluarga merujuk pada pendiri atau anggota keluarga (baik oleh darah maupun 
pernikahan) adalah manajemen eksekutif, direktur, atau block holders. 

Claessens dkk. (2000) menemukan bahwa perusahaan publisitas di Indonesia, kontrol 
perusahaan ditingkatkan melalui struktur piramida 66,9% dengan pemilik utama; 1,3% lintas 
holding antar perusahaan; 53,4% pemilik pengendali saja; dan 84,6% CEO, ketua dewan, 
atau wakil ketua berasal dari keluarga pengawas. Dengan demikian, penentuan kepemilikan 
keluarga menelusuri rantai piramidal dan cross-holding secara terpisah dan kemudian 
menghitung persentase kepemilikan individu (anggota keluarga) dan / atau perusahaan 
(pemilik akhir adalah satu keluarga/ kelompok keluarga). 

Untuk mengetahui apakah anggota keluarga dilibatkan dalam dewan komisaris dan 
direksi perusahaan, pernyataan proksi digunakan untuk mendapatkan identitas dewan direksi 
dan anggota eksekutif. Seseorang diidentifikasi sebagai anggota keluarga jika dia memiliki 
nama belakang yang sama dengan keluarga pemilik atau diberi nama sebagai anggota 
keluarga dalam pernyataan proksi. Informasi tentang pendiri perusahaan tersebut diperoleh 
dari pernyataan proksi, situs atau web perusahaan terkait, laporan tahunan, majalah online 
SWA di rubrik Youngster Inc., majalah online Forbes Indonesia dan beberapa situs bisnis 
lain yang mempublikasikannya. 
Adapun kriteria lain untuk penyeleksian perusahaan sampel, sebagai berikut : 
1. Mempublikasikan laporan keuangan diaudit konsisten di Bursa Efek Indonesia dan 

memiliki data laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2010 – 2014. Alasan pemilihan 
periode dimulai dari 2010 dikarenakan reformasi tarif pajak terbaru berlaku mulai tahun 
2010. 

2. Tidak mengalami kerugian selama periode 2010 – 2014 karena perusahaan tersebut akan 
menghasilkan tarif pajak efektif (ETR) yang terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007). 

3. Tidak mempunyai Loss carry forward pada laporan keuangan 2010 – 2014.Adanya Loss 
carry forward (kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang) akan 
membuat hasil tarif pajak efektif (ETR) yang didapat sulit untuk diinterpretasi (Adhikari, 
et al., 2006). 

4. Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang asing. 
 
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  
Variabel Dependen 

Alasan profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen karena perusahaan, yang lebih 
menguntungkan cenderung memiliki ETR yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan 
akan terlihat kurang agresif dalam pajak (Chen, et al., 2010). Profitabilitas diukur dengan 
ROA (Return On Assets), yang membandingkan jumlah laba sebelum pajak dengan total aset. 
 
Variabel Independen  

Penelitian sebelumnya telah mempertimbangkan tarif pajak efektif atau Effective Tax 
Rate(ETR) sebagai proksi untuk beban pajak perusahaan (Gupta & Newberry, 1997; Porcano, 
1986; Salihu, Obid, & Annuar, 2013; Wu, et al., 2012). Ini sekaligus merupakan indeks 
penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas penghindaran pajak. Studi ini 
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mengadopsi tarif pajak efektif (ETR) untuk mewakili penghindaran pajak (strategi berisiko 
dan tidak berisiko) (Badertscher, et al., 2013). ETR didefinisikan berdasarkan GAAP sebagai 
beban pajak penghasilan kini(current income tax expense)dibagi dengan laba sebelum pajak 
(pretax income). 
 
Variabel Kontrol 
Ukuran Perusahaan 

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar akan cenderung 
memiliki ETR yang lebih rendah, ini karena perusahaan yang lebih besar mengelola sumber 
daya mereka untuk membuat perencanaan pajak yang lebih baik juga (teori kekuatan politik). 
Namun, tidak semua perusahaan dapat selalu menggunakan kekuatan mereka untuk 
melakukan perencanaan pajak karena resistensi kemungkinan untuk menjadi perhatian atau 
target kebijakan regulasi - political cost theory (Watts dan Zimmerman, 1986; Richardson 
dan Lanis, 2007). Oleh karena itu, ukuran perusahaan (Ukuran) digunakan sebagai variabel 
kontrol. Selain itu, ukuran perusahaan diukur dengan log Total Aset. 

 
Struktur Modal 

Pembayaran bunga atas pembiayaan perusahaan melalui utang dapat membuat ETR 
perusahaan lebih rendah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 
tahun 2008 yang menyatakan bahwa bunga biaya pinjaman adalah biaya yang dapat 
dikreditkan atau sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Penelitian ini menggunakan 
rumus berikut untuk mengukur ukuran Struktur Modal: 
Leverage (DEBT) = (Hutang jangka panjang) / (Total Aset) 
  
Teknik Analisis 

Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam hal skor rata-
rata dan standar deviasi di antara statistik deskriptif lainnya. Kedua, untuk menguji tingkat 
penghindaran pajak di antara perusahaan, nilai rata-rata dan median digunakan untuk 
menginterpretasikan hasil. Untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja, 
analisis regresi dilakukan. Analisis dilakukan menggunakan teknik Ordinary Least Square 
(OLS) dengan bantuan perangkat lunak analisis WarpPLS versi 5.0.Model yang akan 
dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

 
FP = α + β1TAXAVOID+ β2SIZE + β3 DEBT + e1 

dimana: 
FP  = Kinerja Keuangan Perusahaan 
α  = Konstanta 
β1-β3  = Koefisien 
TAXAVOID = Penghindaran Pajak (Tax Aggressiveness) 
SIZE   = Ukuran Perusahaan 
DEBT   = Struktur Modal 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Set data yang digunakan dalam analisis utama adalah data panel sejumlah 215 data 

observasi dari 43 perusahaan milik keluarga untuk periode 2010 - 2014 dan merupakan 
perusahaan – perusahaan non keuangan, konsisten dengan penelitian sebelumnya.Proses 
pemilihan sampel ditunjukkan tabel berikut.  
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Tabel 1. Pemilihan Sampel 

Sampel  Perusahaan Data 
Observasi 

Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 
(2010-2014) 288 1440 

Pengurangan sampel berdasarkan kriteria   
Perusahaan dengan permodalan asing (Non-
PMDN)  72  

Perusahaan yang memperoleh skala FPEC < 0,5 145  
Penyajian laporan keuangan tidak dalam rupiah 7  
Perusahaan menderita kerugian  17  
Perusahaan melaporkan kerugian fiskal yang 
masih dapat dikompensasikan di masadating 3  
Perusahaan yang tidak mempublikasi laporan 
keuangan dan laporan tahunan 1  

 ( 245 ) ( 1225 ) 
Sampel akhir 43 215 

 
Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Statistik Deskriptif Sampel Perusahaan 
 FP TAXAGG SIZE DEBT 

 Mean  0.1014  0.0297  6.2896  0.1908 
 Median  0.0782  0.0182  6.2826  0.1590 
 Maximum  0.4324  0.4558  7.7652  0.6603 
 Minimum  0.0001  0.0001  4.9532  0.0013 
 Std. Dev.  0.0779  0.0446  0.6399  0.1473 
 Skewness  1.5714  5.9406  0.1079  0.7524 
 Kurtosis  6.0276  50.0353  2.1445  2.8744 

     
 Sum  21.8001  6.3865  1352.272  41.0307 
 Sum Sq. Dev.  1.2995  0.4253  87.6466  4.6436 

     
 Observations  215  215  215  215 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki rata-rata 0,1014dan standar 

deviasi 0,0779. Itu adalah kinerja keuangan dari 43 perusahaan yang terdaftar selama periode 
studi tercatat bahwa rata-rata ROA sebesar 10,14%. Namun, kisaran nilai tertinggi mencapai 
43,42% dan terendah sebesar0,01%. Penghindaran pajak rata-rata perusahaan sambel sebesar 
2,97% dengan penghindaran pajak maksimum mencapai 45,58% untuk 43 perusahaan yang 
terdaftar selama periode penelitian. 

Nilai rata-rata struktur modal yang diukur dengan leverage adalah 0,1908 yang 
menyiratkan 19,08% dari total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total aset perusahaan 
selama periode penelitian. 

 
Model Regresi  

Metode regresi yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode ordinary least square. 
Ini digunakan untuk menentukan garis yang paling cocok untuk model melalui 
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meminimalkan jumlah kuadrat jarak dari titik ke garis yang paling sesuai. Melalui metode ini, 
analisis diasumsikan linearitas antara variabel dependen dan variabel independen. Hasil 
regresi diambil untuk ringkasan model, analisis varians dan koefisien regresi. 

 
Pengujian Model (Goodness of Fit) 

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kriteria goodness of fit telah terpenuhi, nilai 
Average R-squared (ARS) dan Average Path Coefficient (APC) secara statistik signifikan, 
dan nilai Average Variance Inflation Factor (AVIF) lebih kecil dari 5 (Kock, 2011). Hasil ini 
disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Hasil Pegujian Model (Goodness of Fit) 

Jalur Hasil Pengaruh Keterangan Koefisien Prob. 
TAXAVOID FP -0,174 0,004*** H1is accepted 
SIZE FP 0,206 <0,001***  
DEBT FP     -0,354 <0,001***  
    
Model Fit Indicators    
Average Path Coefficient 
(APC) 

0,243 <0,001***  

Average R-square (ARS) 0,245 <0,001***  
Average Variance Inflation 
Factor (AVIF) 

1,034   

 
Catatan: *, **, dan *** menunjukkan signifikansi (satu-sisi) pada 0,10; 0,05; dan 0,01 
tingkat, masing-masing. 

 
Pengujian Hipotesis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Hasil Output dengan WarpPls 5.0 

 
Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien (-0,174) dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,004 artinya bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 
perusahaan sehingga H1 diterima.  

Peningkatan unit dalam ukuran perusahaan akan menyebabkan peningkatan 0,206 unit 
(20,6%) kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan unit dalam rasio leverage akan mengarah 
ke 0,354 unit (35,4%) penurunan kinerja keuangan perusahaan yang termasuk dalam 
perusahaan keluarga.   
 
SIMPULAN 

Reformasi perpajakan telah menjadi pilar utama reformasi ekonomi secara 
keseluruhan yang banyak diupayakan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran 
pemerintah. Dengan menggunakan data pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia, Penelitian ini menganalisis dampak penghindaran pajak perusahaan 
terhadap kinerja perusahaan keluarga di Indonesia. Hal ini diperlukan karena penghindaran 
pajak, jika tidak ditindak dengan hati-hati, akan mempermasalahkan pendapatan pemerintah 
yang akan diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Hasilpenelitian ini 
menunjukkan bahwa perilaku pengindaran pajak perusahaan keluarga di Indonesia 
mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan mereka.  

Penghindaran pajak telah didefinisikan sebagai pengurangan kewajiban pajak 
eksplisit perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, penghindaran pajak 
terdiri dari strategi perencanaan pajak dengan kegiatan legal yang sempurna pada 
penghindaran pajak yang ekstrim dan ilegal pada yang lain (Hanlon & Heitzman, 
2010).Penghindaran pajak perusahaan secara tradisional dipandang sebagai alat pengurang 
pajak yang mengalihkan bunga dari pemerintah kepada pemegang saham untuk 
memaksimalkan nilai pemegang saham, meskipun perluasan badan kerja pada teori agensi 
menekankan bahwa penghindaran pajak terkait erat dengan tata kelola perusahaan karena 
implikasi biaya agensi.  

Dalam prakteknya, kompleksitas dan ambiguitas penghindaran pajak dapat 
melindungi manajer yang terlibat dalam berbagai bentuk managerial rent extraction seperti 
manipulasi laba dan transaksi orang dalam yang akan mengurangi arus kas setelah pajak 
(Desai & Dharmapala, 2009; Desai, Dyck, & Zingales, 2007). Kasus Enron adalah contoh 
yang mencolok. Pada 1990-an, Enron memanfaatkan transaksi pembiayaan terstruktur untuk 
menghindari pajak, yang mengarah ke penuntutan pemerintah dan keruntuhannya. Di luar 
itu, perusahaan juga harus menanggung biaya penghindaran pajak gabungan, yang termasuk 
perencanaan pajak langsung, kepatuhan dan biaya non-pajak. Lee, Dobiyanski, dan Minton 
(2015) menyatakan bahwa jika pemegang saham tidak dapat sepenuhnya memahami 
kalkulasi biaya-manfaat, kegiatan penghindaran pajak benar-benar dapat mengurangi 
kinerja keuangan perusahaan.Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan mungkin 
tidak selalu meningkatkan nilai perusahaan. 
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